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ABSTRAK

Putri Wulandari, “Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Lembang Bosang K ecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan
Selayar” (dibimbing oleh Muhammadiah dan Muhammad Tahir).

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapabilitas
pemberdayaan masyarakat dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat
peningkatan kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lembang
Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian ini yang
digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Pengambilan sumber data primer berasal dari
wawancara dan sumber data sekunder berasal dari arsip-dan dokumen-dokumen. Hasll
penelitian ini menunjukkan bahvwa Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat
dilihat dari segi indikator yaitu keterampilan dan pengetahuan sudah dalam kategori
cukup baik. Namun demikian, pada aspek indikator kemampuan menerima informasi
dapat dikategorikan masih kurang baik karna setiap kali terbentuknya kebijakan tidak
pernah langsung bisa terealisasi. Adapun faktor penghambat yaitu anggaran dan faktor

pendukung yaitu motivasi dan kebijaksanaan pemerintah.

Kata Kunci: Keterampilan, Pengetahuan, Kemampuan Menerima I nformas
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu.
Manusia memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya.
Dalam perkembangannya muncul berbagal kel ompok sosial yang lahir dan terbentuk
lembaga-lembaga. L embaga kemasyarakaian i1tu berperan penting dalam proses
kehidupan suatu kelompok sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem
norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi
kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana Lembaga Kemasyarakatan
harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang terpolakan serta
tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep lain menyatakan
bahwa pemberdayakan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan,
memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat
lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor
kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang
lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya
eksploitasi terhadap yang lemah.

Keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan,
pelaksanaan serta evaluas pembangunan harus melibatkan masyarakat karena

merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun



wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang
berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Menurut Tjokroamidjojo
dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) bahwa pembangunan nasional merupakan: 1)
Proses pembangunan berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan
lainnya; 2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat
dalam berbagai kehidupannya kearah yang lebih baik, lebih maju dan lebih adil; 3)
Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif
masyarakat. Maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap
dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimens
waktu.

Pada kenyataanya banyak program-program pembangunan yang tidak sesuai
dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan pemerintah belum
mengoptimalkan peranan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi. Uralan mengenal pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan
tersebut sgjalan dengan pendapat Conyers (2010) yang lebih lanjut mengemukakan 3
alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat
sangat penting: 1) Partisipasi masyarakai merupakan suatu alat guna memperoleh
informasi mengenai  kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 2)
Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka
dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mngetahui
seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap

program kegiatan tersebut. 3) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul



anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam
pembangunan. Sejalan dengan waktu, upaya memikirkan ulang format proses politik
yang lebih memberi ruang kepada rakyat mulai tampak, ha ini ditandai dengan
diterapkan maka hal tersebut juga membawa dampak positif dalam sistem
pemerintahan di Indonesia.

Dalam undang- undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah
dikatakan bahwa: Guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam
pemberdayaan masyarakat dipandang perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa,
agar pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dapat
terlaksana perlu diatur pedoman pembentukannya yang tentunya dengan membentuk
Peraturan Daerah tentang Pedoman -Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Pembuatan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi kewenangan yang
mempunyal konsekuensi kepada daerah untuk menggali potens, terutama fungsi
perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan di daerah yang sebenarnya merupakan suatu cara untuk memeratakan
hasil pembangunan dengan menonjolkan partisipasi seluruh masyarakat.

Pemberdayaan  sebagai proses  mengembangkan, = memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah
terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.
Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas
mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri,

menyel esailkan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah



negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan
(Sunyoto, 2004).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) seperti yang tertera
pada Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2016 Tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaien Kepulauan Selayar harus terlebih
dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebaga mitra pemerintahan kelurahan
dalam menampung dan mewujudkan aspiras serta kebutuhan masyarakat dibidang
pembangunan yang secara organisas berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan
adanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mengayomi kehidupan
masyarakat dalam pembangunan, memaksa untuk dapat mel aksanakan fungsinya agar
pelaksanaan kegiatan pembangunan-bisa berjalan lebih optima dan menyeluruh
diwilayah kelurahan. Saran dalam kendala pelaksanaan fungsi adalah pemberdayaan
fungs lembaga pemberdayan masyarakat kelurahan guna mengatas kendala intern
kerjasama dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan
pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan, dan
pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan
lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan
diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi
hambatan mengenai sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (LPMK) kaitanya dengan dana operasional dari pemeintah kota dan

penambahan dana operasional lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang



telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta anggota
lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan diharapkan secara sukarela
meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan
lebih berkonsentrasi pada fungsinya agar didalam penerapan antar anggota lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan dapat dilaksanakan melaui hubungan kerjasama
yang baik.

Badan Permusyawaraian Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan
demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profes,
pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Keberhasilan Perencanaan
pembangunan desa tidak |epas dari adanya dukungan berbagai pihak bailk pemerintah
desa maupun lembaga desa. L embaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal
ini sebagal mitra pemerintah desa yang mempunyal tugas pokok dan fungsi untuk
mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian
pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa.

Redlita dalan masyarakat tepatnya di Kelurahan Lembang Bosang yang
dahulunya memaknai kebersamaan dalam bergotong royong kini sudah sulit ditemui.
Masyarakat hanya duduk-duduk santai dirumah tidak mau ikut berpartisipasi dalam
setigp kebijakan pemerintah. Hadirnya lembaga yang mampu memberdayakan
masyarakat bisa menjadi solusi untuk membantu setiap masalah pembangunan di
masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selalu
mengkoordinasikan setiap masyarakat agar peduli dengan lingkungan serta pelayanan

publik selamaini yang dirasar kurang memuaskan.



Keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan pembelgjaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tercermin dalam Standar Kompetensi kelas
X dalam materi peran serta dalam upaya membangun pemerintahan daerah, terdapat
pada Kompetensi Dasar menganalisis upaya membangun pemerintahan daerah dan
mendiskripsikan peran serta warga negara dalam pembangunan daerah. Diharapkan
nilai kerjasama dan gotong-royong yang akan ditanamkan oleh siswa khususnya
tentang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari uraian di
atas terlihat jika implementasi peran dan fungs |embaga pemberdayaan masyarakat
Kelurahan Lembang Bosang dalam Perspektif Perda No 11 Tahun 2011 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) masih belum bisa maksimal
sebagaimana mestinya. Terkait dengan-hal tersebut maka penulis tertarik untuk
meneliti tentang hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan
pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa khususnya di desa Lembang

Bosang K ecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi
permasal ahan sebagal berikut:
1. Bagaimana kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat pada pembangunan di
Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan

Selayar?



2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat peningkatan kapabilitas lembaga
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan

Bontomana Kabupaten K epulauan Selayar?

C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas
maka, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui  kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat pada
pembangunan di Kelurahan Lembang Bosang K ecamatan Bontomanai Kabupaten
Kepulauan Selayar

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambeat peningkatan kapabilitas
lembaga pemberdayaan masyarakat di- Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan

Bontomanal Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis,
yaitu :
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis bagi penulis dan pembaca adalah sebagai sumbangan
pemikiran dalam memperluas kaian aspek tentang kapabilitas lembaga
pemberdayaan masyarakat desa. Serta menambah konsep dan pemikiran baru yang
dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut dibidang yang

Sama.



2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian yang dilakukan ini yaitu dapat dijadikan suatu
referensi bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan suatu
usaha untuk meningkatkan kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa di
Kabupaten K epulauan Selayar.

BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kapabilitas

Guna mengetahui dengan jelas pengertian kapabilitas, berikut ini akan
dikemukakan penegertian kapabilitas yang diambil dari beberapa sumber. Pengertian
kapabilitas Menurut kamus Bahasa Indonesia (2014) adalah: kapabilitas, artinya
kompetensi, ialah kemampuan seseorang yang ada dalam dirinya. Kemampuan yang
dimaksud disini ialah kemampuan seseorang tetapi tidak sebatas memiliki
kemampuan saja akan tetapi lebih dari itu antara lain bisa menyakinkan seseorang
bahwa mereka bisa melakukan selain dari kemampuan yang dia miliki, seperti dia
ahli dalam bidang keadministrasian tetapi diajuga bisa mengerjakan bidang lainnya.

Menurut Menon dalam Purwanda (2019), kapabilitas adalah kemampuan,
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anggota organisasi untuk melaksanakan
pekerjaan yang dapat memberikan nilai bagi organisasi dengan indikator-indikator
nya yaitu keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan menerimainformasi.

1. Keterampilan (skill)



Keterampilan (Skill) adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan
ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi
lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat,
dapat dilakukan dengan berbagai cara Contoh dengan mengadakan pelatihan atau
mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan. pengembangan kemampuan dan
keterampilan yang - dibutuhkan. Dapat juga dengan. mengajak masyarakat
mengunjungi - kegiatan di tempat: lain dengan maksud supaya masyarakat dapat
melihat sekaligus belgar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding.

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan
perusahaan kepada seorang karyawan-dengan baik dan maksimal, misalnya seorang
programmer computer, disamping pengetehuan dan kemampuan karyawan ha yang
paling di perhatikan adalah sikap prilaku karyawan. Orang yang dapat dikatakan
sebagai orang terampil adalah orang yang dalam mengerjakan atau menyelesaikan
pekerjaannya secara cepat dan benar. Namun, apabila orang tersebut mengerjakan
atau menyelesaikan pekerjaanya dengan cepat tetapi hasilnya tidak sesuai atau salah
maka orang tersebut tidak dapai dikatakan sebagal orang yang terampil. Apabila
orang tersebut melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai apa yang diperintahkan,
tetapi lambat dalam menyelesaikannya, maka orang tersebut dapat disimpulkan
sebagal orang yang terampil.

Dalam hal ini, Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

tujuan dibentuknya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam



menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam ha ini partisipasi
masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini
mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan
di tingkat kelurahan. Adapun tugas lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu
menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakan swadaya gotong
royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Daam
melakukan tugas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader
pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan
Bontomana Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga mudah diketahui oleh
masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:
1. Tuges
a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
b. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat.
c. Meaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Daam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
jugamemiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud sebagal berikut:
a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat

konsultatif dan koordinatif.

b. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga

Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.



c. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di
kelurahan bersifat kemitraan.
2. Tanggung Jawab
Tanggung jawab dapat mengemukakan bahwa suatu bentuk sikap dan perilaku
seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri,

masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, Bangsa dan Negara.

2. Pengetahuan (knowiedge)

Informasi yang di miliki seorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sesua bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya pengetahuan
menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang di bebankan kepadanya,
karyawan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efesiensi dalam
lembaga tersebut. M enon dalam Purwanda (2019).

Pengetahuan seseorang memang dapat dilihat dari pendidikan yang
dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap intelektual dalam berfikir, karena semakin
tinggi tingkat pendidikan seseorang, kemampuan intelektualnya akan semakin
meningkat pula. Latihan atau pendidikan non formal yang berhubungan dengan yang
ditekuni aparat, akan membuatnya lebih mudah untuk melaksanakan pekerjaan dan
tugasnya. Kemampuan aparat dapat diukur dari pengetahuan dan keterampilannya.
Pengetahuan diukur dari:

a. Pendidikan formal yang diperoleh.



b. Pendidikan non formal, sgauh mana keikutsertaannya dalam kursus-kursus,
pel atihan-pelatihan, diklat-diklat, dan sebagainya.

K eterampilan diukur dari:

1. Sejauh mana penguasaan aparat terhadap tata kerja, prosedur dan proses kegiatan
dalam organisasi.

2. Sgjauh mana kemampuan aparat untuk bekerjasama dengan teman sekerjanya.

3. Sgauh mana kemampuan aparat keseluruhan. Ini dapat berwujud kemampuan
aparat untuk menyesuaikan tindakan organi sasi dengan situasi yang dihadapi, atau
juga kemampuan untuk merubah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dirinya atau
oleh organisasi.

Pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan yang
sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Diklat teknis yang
setaraf dengan vocational training kiranya amat dibutuhkan bagi pengembangan
profesionalisme aparatur pegawal. Sementara itu, tingkat pendidikan formal perlu
pula diberikan kesempatan bagi apratur pegawai untuk menyelesaikannya.

Sumber daya aparatur sebagai faktor produks terpenting dalam organisasi
Pemerintah Daerah harus selalu dalam proses pembel g aran agar potensi akal manusia
dapat dikembangkan secara optimal. Kita semua menyadari bahwa peran aparatur
pemerintah akan sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah dalam
mengemban misinya. Karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah
daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah daerah yang mampu

bersaing dalam era globalisasi.



Pengetahuan dalam sebuah lembaga dilihat dari strategi dan kebijaksanaan
yang telah ditetapkan dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran baru
terlihat apabila kebijaksanaan dan strategi itu dilaksanakan dengan baik. Jika
keputusan telah diambil, manfaat keputusan itu baru terasa setelah dilaksanakan. Jika
rencana dan program kerja telah diurus pelaksanaanlah yang bisa membuktikan
apakan rencana dan program kerja itu realistis atau tidak, dalam arti mempermudah

tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Kemampuan Menerima Informas

Pentingnya kreativitas dalam strategi karyawan untuk menerima daya serap
menerima informasi dengan baik.. Kemampuan dalam menerima informasi yang
tersedia perlu kita mulai dengan menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi yang
didapat.

Berpikir  kritis adalah berpikir rasional tentang sesuatu, kemudian
mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sesuatu tersebut yang melipuiti
metode-metode pemeriksaan atau penalaran yang akan digunakan untuk mengambil
suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan. Seseorang yang berpikir Kkritis
memiliki ciri-ciri yaitu mampu berpikir secara rasional dalam menyikapi suatu
permasal ahan, mampu membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah,
dapat melakukan analisis, mengorganisasi, dan menggali informasi berdasarkan fakta
yang ada, mampu menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah dan dapat

menyusun argumen dengan benar dan sistematik.



Berpikir kritis untuk menemukan kesimpulan dan keputusan yang informatif,
bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena keputusan dan kesimpulan
tersebut diperoleh dari analisis berbagai pendapat, asumsi, serta ide yang beragam
dan bermacam-macam. Perbedaan ide atau gagasan tersebut akan membuat Anda
berpikir kritis yaitu untuk menemukan kejelasan, persamaan, maupun perbedaan dari
masing-masing kumpulan semua ide tersebut. Kemampuan berpikir kritis membuat
Anda menganaisa kembali, mengidentifikasi, mengevaluasi, mempertimbangkan,
mengembangkan kembali semua ide dan segala asumsi hingga pada akhirnya
kemudian akan memunculkan satu keputusan atau sebuah kesimpulan yang dianggap
paling baik serta dapat dilakukan.

Banyak jenis pekerjaan yang -menuntut Anda untuk berpikir kritis, bahkan
hampir mayoritas pekerjaan mengharuskan Anda untuk berpikir kritis, baik itu usaha
atau bisnis Anda sendiri maupun perusahaan-perusahaan tempat Anda bekerja.
Berpikir kritis diperlukan dalam bekerja karena di dalam pekerjaan, Anda akan lebih
sering dihadapkan pada kondis dan keadaan dimana Anda harus mengambil
keputusan atau kesimpulan, menganalisis bermacam-macam ide dan gagasan,
mengevaluasi setiap pendapat yang muncul dari setiap orang yang berbeda, dan lain
sebagainya. Maka dari itu, Anda harus membiasakan diri untuk berpikir kritis
dimanapun dan dalam situasi kapanpun. Karena Anda tidak akan pernah tahu kapan
Anda harus menggunakannya untuk mengambil keputusan yang harus segera diambil

atau mendadak dalam suatu keadaan dan kondisi tertentu.



B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa *“Pengertian Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat ( LPM ) adalah lembaga,
organisas atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
pemerintah kelurahan dalam-menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan.

Sebelum di “sebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama di bentuknya lembaga
ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan
program pembangunan secara partisipatii. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang
dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas

dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Tugas Dan Fungs Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakaian jelas menyebutkan terkait dengan
tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan
pembangunan, sosia kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun

Lembaga Pemberdayaan Masyarakatdalam melaksanakan tugas sebagaimana



dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut:

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:

a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.

b. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat.

c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Fungs Lembaga Pemberdayaan M asyarakat:

a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam
rangka memperkokoh Negara K esatuan Republik Indonesia.

c. Peningkatan kualitas dan percepaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-
hasiln pembangunan secara partisipatif.

e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya
gotong royong masyarakat.

f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta
keserasian lingkungan hidup.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesegjahteraan masyarakat
melalui:

a. Peningkatan pelayanan masyarakat

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan



c. Pengembangan kemitraan

d. Pemberdayaan masyarakat dan

e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat
setempat.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga kemasyarakatan atau yang
disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakai dibantu oleh kader pemberdayaan
masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat juga memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasa 21
sebagal berikut:

a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat
konsultatif dan koordinatif.

b. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakaian Kelurahan dengan Lembaga
K emasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

c. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di

kelurahan bersifat kemitraan.

C. Partisipas dalam Pembangunan Desa

Partisipas pembangunan desa merupakan pel aksanaan sistem pemerintah desa
yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan suatu desa. Adapun
partisipasi pembangunan desa meliputi aspek sebagal berikut:

1. Partisipasi Masyarakat



Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan
pembangunan desa perlu diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang
selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah
sangat penting bagi kemaguan suatu desa. Partisipasi berasal dari bahasa inggris
participation yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap
Bahasa Indonesia dijelaskan partisipasi berarti berperan serta dalam suatu kegiatan,
keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam
pembangunan adalah peranserta anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut
membuat kepuiusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan
termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan,
manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevauasi hasil
pel aksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan
adanya partisipasi dari masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat
membangun rasa pemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil
pembangunan yang ada. Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sgjak tahap awal
penyusunan rencana. Keterlibaian masyarakai dapat berupa pendidikan melalui
pelatihan, partisipas aktif dalam pengumpulan informasi dan partisipas dalam
memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Partisipas masyarakat pada dasarnya diperlukan sgjak awa daam
perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif dibagi atas perencanaan sebagai

aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat.



Menurut Juliantara dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) substansi dari
partisipasi adalah “bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan
yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat”, sedangkan arah dasar yang akan
dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan
pengembangan partisipasi adalah: Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan
rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi-diri, dan dengan demikian akan
memudahkan masyarakat memudahkan situasi yang sulit, serta mampu menolak
berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya
menjadi- cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya,
tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak
diabaikannya kepentingan masyarakat. -Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam
dinamika pembangunan akan dapat-diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.
Menurut Juliantara dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) menjelaskan bahwa
partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai
evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam
sekuen-sekuen partisipasi adalah voice, akses dan control. Pengertian dari masing-
masing sekuen tersebut adalah:

a. Voice, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam
menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap

komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.



b. Access, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat
aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap
pelayanan publik.

c. Control, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk
mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk
suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai
kebutuhan masyarakat.

Menurut Mikkelsen dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) menyatakan bahwa
parisipasi adalah “suatu proses yang aktif, yang mengandung ati bahwa orang atau
kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk
melakukan hal itu”. Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan olen Mubyarto
“partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan harus diartikan sebagai
kesediaan untuk membantu berhasiinya setiap program sesuai kemampuan setiap
orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Sedangkan dalam
keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat
partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya
sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan.

Berdasarkan pandangan diatas menunjukan bahwa masyarakat harus dapat
membantu dirinya sendiri dalam pembangunan. Ha ini dapat dicapai apabila ada
kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga
program apapun Yyang dilaksanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi

setempat dan kebutuhan masyarakat sebagal kelompok sasaran yang selanjutnya



merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesual harapan
dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan
tujuan dari kegiatan yang dicanangkan. Semakin mantap tingkat komunikasi yang
dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para
stakehol der s pembangunan.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak
dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam
pembangunan mula sgak perencanaan, peleksanaan dan evaluasi pembangunan.
Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat
dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesual dengan peranannya
masing-masing.

Guna dapat memperjuangkan-kKepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif
yang ada, maka partisipass masyarakat dalam berbagal tahapan pembangunan
merupankan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana dengan realita bahwa guna
mencapal  keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam
pembangunan sangat penting yaitu dengan keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja
dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kemudian keterlibatan
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk didalamnya adalah
memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan
melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain, serta

keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.



Keadaan diatas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-
tahapan pembangunan pada merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang
rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan
yaitu menerima manfaat secara proporsional dan mengawasi program pembangunan
yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi
masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan
masyarakat. Hal ini_penting dalam proses tahapan selanjutnya, dimana masyarakat
akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki
dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara
aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga penyimpangan-
penyimpangan dapat lebih dihindarkan.guna mencapal keberhasilan pembangunan
sesual tujuan yang telah direncanakan.

Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, Siagian
dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) menyatakan bahwa ‘“‘karena kedinamisan
individu-individu didalam masyarakat maka semakin lama semakin rumit pula
kebutuhankebutuhan yang ingin dipuaskan”. Dipuaskan berarti sesuatu yang ingin
dicapai dalam sutu kegiatan pembangunan. Ini berarti parisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat
menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, aternatif apa
yang kiranya dapat mengatasi masalah itu dan aternatif mana yang terbaik harus

dilakukan guna mengatasi permasal ahan tersebui.



Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat
penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih
kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif
antara pihak berkepentingan (stakeholder), baik dari unsur pemerintah, akademi,
lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakannya untuk
dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang
akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan
menjadi perencanaan diatas kertas. Berdasarkan hal diatas, partisipas atau
keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu
partsipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam
perencanaan merupakan program pembangunan desa yang telah direncanakan
bersama akan tetapi ada kemungkinan tidak dapai dihindari pertentangan antar
kelompok dalan masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat
tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara
langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil,
sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan, namun dapat dilakukan
dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk
dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

Partisipas dalam pelaksanaan adalah bagian dari program penilaian
kebutuhan dan perencanaan program yang telah selesai dikerjakan. Akan tetapi

cenderungan menjadikan warga sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya



dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari
permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi
masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program,
yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan diatas menekankan partisipas masyarakat dalam pembangunan
desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan
pembangunan desa.

Ha ini sesua dengan pendapat yang melengkapi pandangan dalam
perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan
suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipas masyarakat hanya pada
tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Maka dapat dilihat
bahwa partispasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait
lainnyadalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsesus dalam
kebijakan pembangunan dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai
khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul dimasyarakat.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Sekilas pemberdayaan memiliki beberapa makna salah satunya adalah
menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk mendapatkan
daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan
dilakukan dan berhubungan dengan diri, termasuk mengurangi kendala pribadi dan

sosial dalam melakukan tindakan. Orang orang yang telah mencapai tujuan kolektif



diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih
diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan
serta sumber lainnya dalam rangka mencapa tujuan tanpa tergantung pada
pertolongan dari hubungan eksternal. Pemberdayaan secara singkat dapat diartikan
sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok
masyarakat untuk berpartisipasi, bernegoisasi, mempengaruhi, dan mengendalikan
kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi. perbaikan kehidupannya.
Pemberdayaan juga diartikan sebagal upaya untuk memberikan daya atau kekuatan
kepada masyarakat.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan
daerah dan nasional. Hal tersebut teriihat.melalui banyaknya program pembangunan
yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instans,
terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program
kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagal kesatuan geografis
terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam
struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan
dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun
bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya
desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan, masih minimnya

prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak



seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat
pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada
kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif
menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan
desa. Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan
desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari
desa. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebaga subyek/pelaku
pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan. Partisipasi
yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan
masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara
luas sgjak dari perencanaan sampal evaluas.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar.
Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program
atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders
pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari
penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan
rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa
beserta stakeholder lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar
tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi “terbelenggu” dalam

berinovasi.

D. Penyelenggaraan Pemerintah Desa



Penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan,
memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian huungan pusat dan
daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang
luas dan utuh pada kabupaten/ kota.

Dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma
utamanya dalam ha kewenangan. Pemerintah. pusat dan pemerintah daerah
sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan
pedoman, himbingan, pelatinan/pembelgaran - termasuk peraturan desa serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Menurut Widjgja dalam Rintaka Hargita Sandhi (2014) menjelaskan bahwa
“dalam rangka pemberdayaan pemerintaii_desa, maka diharapkan dapat terwujud
kondisi pemerintah desa yang kuat dan-mandiri”. Selanjutnya Widjaja dalam Rintaka
Hargita Sandhi (2014) menyebutkan bahwa kondisi desa yang kuat dan mandiri
dengan cara:

1. Penataan dan pengembangan desa, kerja sama antar desa;

2. Penataan dan pengembangan |embaga pemerintah desa dan paguyuban pemerintah
desa;

3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;

4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa;

5. Meningkatkan ketahanan masyarakat;

6. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat

lokalitas);



7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

9. Penigkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

E. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Kartasasmita dalam Lasiman Sugiri (2012) menjelaskan bahwa
upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sis antara lain: 1)
menciptakan suasana yang mungkin potensi masyarakatnya bisa berkembang seperti
yang diharapkan. Dari sini terlihat bahwa adanya titik tolak yaitu setiap manusia,
pengenalan bahwa setiap masyarakat, dan memiliki potensi yang bisa dikembangkan.
Maksud dari itu, semua adal ah tidak ada masyarakat yang mempunyal daya karnajika
itu terjadi maka akan menjadi punah; Seperti pada Peraturan Bupeati (Perbup)
Kepulauan Selayar Nomor 76 Tahun 2016 Pasal 22 tentang Pemberdayaan
Masyarakat yang melakukan fasilitas pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi
pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sgahtera, dan
pengembangan masyarakat Desa sesual dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan ialah upaya untuk membangun daya itu, serta mendorong
orang-orang untuk membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya dan
berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut. Memperkuat daya atau potensi
yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun langkah-langkah yaitu: untuk menciptakan

suasana dan iklim. Hal ini meliputi langkah nyata, serta menyangkut penyediaan



berbagai masukan yang ada, dan pembukaan akses ke dalam berbaga peluang
yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Anwar dan Haryadi, 2004).

Upaya dalam pemberdayaan ini, yaitu upaya yang sangat pokok terhadap
peningkatan dergjat kesehatan dan taraf pendidikan serta akses dalam sumber sumber
kemajuan ekonomi seperti informasi, teknologi, modal, pasar dan lapangan kerja.
Pemberdayaan ini menyangkut yaitu pembangunan prasarana dan sarana secara fisik,
(misalnya listrik , irigasi, jalan), maupun secara sosial seperti (fasilitas, sekolah dan
pelayanan kesehatan), sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat secara cepat pada
lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga pelatihan, pemasaran di perdesaan,
serta pendanaan, terhadap konsentrasi penduduk yang keberdayaannya sangat kurang.
Olehitu, perlu adanya program khususterhadap masyarakat yang tidak berdaya,
karena program umum yang berlaku. tidak semua bisa dapat menjangkau

masyarakat tersebut.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat K apabilitas Pemberdayaan Masyar akat
1. Faktor Pendukung K apabilitas Pemberdayaan M asyarakat
Berdasarkan Uno (2007), faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat
yaitu:
a Motivas
Motivass adalah sebuah adasan atau dorongan seseorang untuk
bertindak. Orang yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki

motivasi. Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri.



Sebenarnya pada dasarnya semua motivas itu datang dari dalam diri, faktor luar
hanyalah pemicu munculnya motivas tersebut. Motivas dari luar adalah motivasi
yang pemicunya datang dari luar diri kita Sementara meotivasi dari dalam ialah
motivasinya muncul dari inisiatif diri kita.

Pada dasarnya motivasi itu hanya dua, yaitu untuk meraih kenikmatan atau
menghindari dari rasa sakit atau kesulitan. Uang bisa menjadi motivasi kenikmatan
maupun motivasi menghindari. rasa sakit. Jika kita memikirkan uang supaya kita tidak
hidup sengsara, maka disini alasan seseorang mencari uang untuk menghindari rasa
sakit. Sebaliknya ada orangyang menge ar uang karena ingin menikmati hidup, maka

uang sebagai alasan seseorang untuk meraih kenikmatan.

b. Kebijaksanaan Pemerintah

Kebijaksanaan dapat dikata sebagal usaha yang sedikit banyak memerlukan
pertimbangan secara matang untuk mencapal suatu tujuan tertentu dengan sarana
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Suatu kebijaksanaan sebenarnya
menyangkut banyak aspek yang luas dan rinci, karenaiatidak hanya digunakan untuk
menyelesaiakan masalah-masalah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat
jangka pendek akan tetapi juga akan digunakan untuk menanggulangi masalah dan
perkembangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk jangka waktu yang
relatif panjang. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur



pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan
tertentu.

Dalam praktek pemerintahan kebijaksanaan dapat dibendakan ke dalam
kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan yang mempunya kekuatan hukum
mengikat aparatur pemerintah, dan kehijaksanaan eksternal yaitu yang mengikat
masyarakat. Dalam menyusun Kkebijaksanaan hendaknya;, a. Berpedoman pada
kebijaksanaan yang ada. b. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada.
c. Berorientasi kepada masa depan. d. Berorientasi kepada kepentingan umum. e.
Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.

Namun demikian untuk kepastian bagi pelaksanaan, suatu kebijaksanaan
sebaiknya ditetapkan secara tertulis. Kebijaksanaan tertulis dapat berbentuk peraturan
perundang-undangan dan yang tidak  berbentuk peraturan perundang-undangan,
seperti pidato, surat edaran.

K ebijaksanaan—kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui
perundang-undangan, peraturan peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri
dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus
diperhitungkan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

2. Faktor Penghambat Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Munandar (2011) faktor penghambat dalam pemberdayaan

masyarakat yaitu:

a. Anggaran



Dengan semakin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada
perusahaan, maka ruang lingkup dan tugas yang dipikul oleh mangemen semakin
bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu yang digunakan
untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu alat bantu
daam melaksanakan fungsi utama mangemen yaitu fungsi perencanaan dan
pengendalian adalah anggaran.

Secara sederhana anggaran didefenisikan sebagai. rencana keuangan yaitu
suatu rencanatertulis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu
tertentu. Anggaran mutlak sekali diperlukan sebagai pedoman didalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan perusahaan. Mengingat pentingnya anggaran bagi perusahaan,
maka dalam penyusunannya harus ditakukan secara hati-hati dengan berdasarkan
kepada perencanaan dan perhitungan yang matang sertaa melibatkan berbagai
departemen tertentu.

Anggaran sebagal adat bantu mangemen dalam melaksanakan fungs
perencanaan dan pengendalian, dapat diterapkan terhadap berbagai macam bentuk
badan usaha terutama pada perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya
tergantung kepada skala organisasi atau lembaga serta rumitnya masalah yang
dihadapi. Namun demikian teknik dan prosedur pelaksanaanya mempunyai banyak
kesamaan karenadilandasi oleh teori yang sama.

Suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas
perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan maneter yang berlaku untuk

jangka waktu tertentu.



b. Saranadan Prasarana
Sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam
pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat
dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusiaitu,
hal ini karena masyarakat di Kelurahan sangatlah sederhana dan belum memahami
hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat.
Fungs utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki. tujuan:
a. Menciptakan kenyamanan.
b. Menciptakan kepuasan.
c. Mempercepat proses kerja.
d. Memudahkan proses kerja.
e. Meningkatkan produktivitas.

f. Hasil'lebih berkualitas.

G. Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir mengemukakan bahwa Kapabilitas Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang mempunyai 3 indikator
kapabilitas dalam Menon (2019) yaitu: keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan
menerima informasi. Dari ketiga indikator kapabilitas memiliki 2 faktor antara lain,
faktor pendukung dan faktor penghambat. Jika faktor pendukung lebih dominan
terhadap indikator kapabilitas (keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan

menerima informasi) maka akan menghasilkan hasil yang lebih baik terhadap



performa pembangunan kelurahan tetapi jika faktor penghambat Iebih dominan
terhadap indikator kapabilitas (keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan
menerima informasi) maka akan berdampak buruk terhadap performa pembangunan
kelurahan.

Gambar Kerangka Pikir Penelitian, sebagai berikut:

Kapahilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Lembang Bosang

Indikator Kapabilitas

Faktor - Faktor
1. Keterampilan
3. Kemampuan Menerima
Informasi
H. Fokus Ppadlitian v
Performa Pembangunan Kelurahan
FokuS—pernermrar—Tmm,—perums—paua —pemmgraaT ~apanilitas Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai
Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi: Keterampilan, Pengetahuan, dan
Kemampuan Menerima Informas, Faktor pendukung peningkatan Kapabilitas
Lembaga Pemberdayaan Masyarakatl serta Faktor penghambat dalam peningkatan
Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap Performa Pembangunan

Kelurahan.

I. Deskrips FokusPenelitian



Berdasarkan fokus penelitian ini, maka dapat dikemukakan deskripsi
fokusnyayaitu :

1. Keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan
kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi
lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaannya.

2. Pengetahuan adalah -informasi yang di-miliki seorang karyawan untuk
melaksankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai. bidang yang digelutinya
(tertentu).

3. Kemampuan Menerima Informasi mengatakan pentingnya kreativitas dalam
strategi karyawan untuk menerima daya serap menerima informasi dengan
baik. Kemampuan dalam menerima informasi yang tersedia perlu kita mulai

dengan menumbuhkan sikap kritis terhadap informas yang didapat.

BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokas Pendlitian



Adapun Lokas yang dipiih dari penelitian ini adalah Kabupaten Kepulauan
Selayar Provins Sulawesi Selatan Waktu yang dibutunhkan dalam pelaksanaan
penelitian ini adalah 2 bulan setelah seminar proposal, yang dimana Kelurahan
Lembang Bosang, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar
merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang terindikasi mengalami

keterbelakangan dilihat dari sektor pemberdayaannya terutamadi Kelurahan.

B. Jenisdan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah melalui penelitian deskriptif kualitatif.
Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa penelitian kualitetif ialah data dalam bentuk
kata, kalimat, serta gambar. Artinya data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk
angka-angka melainkan data tersebut melalui wawancara, pengamatan |angsung, serta
penel aahan tentang dokumen-dokumen terkait.
2. Tipe Penélitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Bogdan dan Biglen
dalam yusuf (2016) menjelaskan bahwa tipe penelitian fenomenologi merupakan tipe
penelitian kualitatif yang berusasha memahami makna dari suatu peristiwva dan
interaksi orang dalam keadaan tertentu. Artinya suatu kesatuan system penelitian
yang dilakukan untuk menemukan makna, menyelidiki proses serta memperoleh

pengertian dan pemahaman yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai



kapabilitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang,

K ecamatan Bontomanai, Kabupaten K epulauan Selayar.

C. Sumber Data
1. DataPrimer
Data Primer merupakan suaiu data yang dapat langsung diperoleh dari
lapangan atau tempat penelitian. Berdasarkan Siyono dan Sodik (2015) bahwa
sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah data dalam bentuk kata-kata,
tindakan dan perilaku. Yang artinya Data Primer dapat diperoleh langsung dari
lapangan dengan mengamati dan mewancarai. Oleh karena, itu penilis menggunakan
sumber dari informasi yang terpilih.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu dokumen, foto-foto,
benda-benda yang akan memperkaya data primer (Siyoto dan Sidik 2015). Yang
artinya data sekunder diperoleh secara tidak langsung tetapi ada penelitian
sebelumnya, seperti dokumen, buku-buku laporan, peraturan-peraturan pemerintah,

dan data yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian

D. Informan Penelitian

Informan adalah suatu objek penting yang terdapat pada sebuah penelitian
yang dimanfaatkan dalam memperoleh informas tentang kondisi dan situasi
penelitian. Sebelum peneliti melakukan pemilihan informan, maka terlebih dahulu

ditetapkan situasi socia penelitian, yang merupakan tempat dimana permasalahan



yang terjadi betul-betul ada. Informan yang telah terpilih merupakan informan kunci
(key Informan) dalam penelitian ini yaitu merujuk pada orang-orang yang betul
memahami tentang peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan sehingga dapat memberi data yang benar. Informan pada penelitian
tersebut berjumlah 9 orang dengan menggunakan teknik Accidental Sampling (teknik
acak) yang terkait Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Lembang Bosang Kecamatan Bontomanal Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana
sebelumnya telah ditetapkan informan yang akan diwawancarai. Adapun informan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Tabel Informan

NO.| NAMA INFORMAN INILSIAL PEKERJAAN
1 | Hermanto Gani, SE. HG Lurah
2 | Khoirul Setiawan, S.Pd. KS Seksi Pemberdayaan
3 | Orizal, S.Pd. 0oz Ketua LPM
4 | Ferry Windarko, S.Pd. FwW Sekretaris .LPM
5 | Mariati MR Tokoh Masyarakat
6 | Siti Syamsiah SS Masyarakat
7 | Jurniati JIN Masyarakat
8 | Samiah SM Masyarakat
9 | Rahmat Hidayat RH Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi merupakan bagian dari mengumpulkan suatu data yang langsung
dapat diperoleh dari lapangan. Observasi dalam penelitian ini adalah melihat
penerapan peningkatan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.



2. Dokumentasi
Studi dokumentasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan rekaman suatu
kegiatan, yaitu pada penelitian berlangsung peneliti melakukan cara dengan melihat
hal-hal yang dianggap penting. Perekaman tersebut berupa foto untuk memperoleh
gambaran visua tentang penerapan peningkatan kemampuan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat di- Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai
Kabupaten K epulauan Selayar.
3. Wawancara
Peneliti melakukan kegiatan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat
langsung dari penerapan peningkatan kemampuan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Lembang-Besang Kecamatan Bontomanai Kabupaten

Kepulauan Selayar.

F. Teknik Analisis Data

Andlisis data langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang
diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan dalam menyimpulkan persoalan yang
digjukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat tiga komponen
pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2014). Ketiga komponen
tersebut yaitu:
1. Reduks Data

Data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah cukup banyak, oleh

karena itu reduks data adalah suatu proses dalam memilih suatu data. Seperti halnya



peneliti yang semakin lama dilapangan melakukan penelitian maka data yang
diperoleh akan semakin banyak dan menimbulkan kerumitan. Untuk itu dilakukan
proses pemilihan melalui reduksi data. Mereduksi data ialah memilih hal-hal penting,
menggolongkan data, membuang hal-hal yang tidak perlu serta mengorganisasikan
suatu data yang ditarik, dan disimpulkan.
2. Penygjian Data

Penygjian data pada penelitian kualitatif yaitu kumpulan informas yang
disusun dari penarikan kessimpulan pada penelitian. Penyajian dilakukan dengan
bentuk bagan, uraian singkat serta hubungan antar kategori yang mudah diraih.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi

Penarikan kesimpulan dan. -verivikass merupakan langkah ketiga dalam
menganalisis data kualitatif. Kesimpulan. pertama yang telah dikemukakan masih
memiliki sifat sementara dan akan berubah ketika penganalisis (peneliti) menemukan
bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika
suatu data yang dikemukakan pada kesimpulan pertama telah didukung dengan bukti-
bukti yang akurat dan konsisten ketika penganalisis (peneliti) telah kembali
kelapangan untuk melakukan tinjauan ulang dalam mengumpulkan data, maka

kesimpulan tersebut kredibel.

G. Pengabsahan Data



Untuk mendapatkan keabsahan data, sebagai ushaa dalam memenuhi suatu
kebenaran penelitian yang bersangkutan pada fenomena judul tersebut, oleh karena
itu tersebut, maka paling tidak adatiga Teknik yang penulis gunakan yaitu:

Pertama, teknik perpanjangan kehadiran dalam penelitian yaitu penulis
memperpanjang waktu didalam mencari. data dilapangan, mengadakan wawancara
tidak hanya satu kali tetapi peneliti melakukan berulang kali, berhari-hari,
berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Hal ini penulis lakukan dengan tujuan
untuk memperoleh data yang benar, disamping itu penulis juga mengadakan ceking
data sampal mendapat data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara
ilmiah. Melakukan pengamatan secara terus menerus termasuk kegiatan pengecekan
data dengan menggunakan informan ain dalam menanyakan kebenaran suatu
informasi serta data lain yang dianggap penting.

Kedua, teknik triangulasi, menurut Sugiyono (2014:176) teknik triangulasi
merupakan suaiu pengecekan data dari beberapa sumber, cara dan beberapa waktu
yang diperlukan. Lebih lanjut Sugiyono membagi triangulasi kedalam tiga macam
yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu melakukan pengecekan data yang sudah diperoleh
dari beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menguji data yang
sudah diperoleh melaui hasil pengamatan, wawancara, dan pengujian data
Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik



Triangulasi teknik yaitu melakukan pengecekan suatu data pada sumber yang
sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam ha ini data yang telah
diperoleh dari wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila
pada tiga teknik tersebut dilakukan dalam menguji kredibilitas data akan
menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi kembali pada
sumber data yang lain agar memastikan suatu data itu benar atau sebagian benar
karena memiliki sudut pandang yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Kredibilitas data juga dipengaruhi oleh waktu. Data yang sudah dikumpulkan
dari teknik wawancara pada pagi hari dimana narasumber masih kelihatan segar dan
belum banyak tuntutan pekerjaan serta masalah maka peneliti akan memperoleh data
valid dari wawancara sehingga data tersebut kredibel. Oleh karena itu, pengujian
kredibilitas data dengan melakukan suatu pengecekan dalam bentuk wawancara,
observas dalam wakiu serta Situas berbeda dan apabila hasil pengujian
menghasilkan data yang berbeda-beda maka akan dilakukan observas berulang-ulang
sampai mendapatkan kepastian data.

Ketiga, adalah Teknik ketekunan pengamatan keabsahan data melalui
ketekunan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melakukan
observas di lapangan. Peneliti akan berusaha melakukan analisis secermat mungkin

dalam menggali informasi atau data yang benar-benar dianggap penting.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskrips Objek Pendlitian
1. Gambaran Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute dagang menuju pusat
rempah-rempah di Moluccan (Maluku) pada abad ke-14. Di Pulau Selayar, para
pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang bak

untuk berlayar. Dari aktivitas pelayaran ini pula muncul nama Selayar. Nama Selayar

berasal dari kata cedaya (bahasa Sanskerta) yang berarti satu layar, karena konon
banyak perahu satu layar yang singgah di pulau ini. Kata cedaya telah diabadikan
namanya dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Prapanca pada abad 14.
Ditulis bahwa pada pertengahan abad 14, ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam
Wuruk yang bergelar Rajasanegara, Selayar digolongkan dalam Nusantara, yaitu
pulau-pulau lain di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Ini berarti
bahwa armada Gajah Mada atau Laksamana Nala pernah singgah di pulau ini. Selain
nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana Doang yang berarti tanah
tempat berdoa. Pada masa lalu, Pulau Selayar menjadi tempat berdoa bagi para pelaut
yang hendak melanjutkan perjalanan bailk ke barat maupun ke timur untuk
keselamatan pelayaran mereka. Dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan
Amanna Gappa (abad 17), Selayar disebut sebaga salah satu daerah tujuan niaga

karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju ke



timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu bahwa bagi orang yang berlayar dari
Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor, sewanya 6 ria dari tiap seratus orang.

Jgak-jgjak keberadaan orang Cina (Tiongkok) bermula pada tahun 1235 M,
Raa Talo | Makkadae Daeng Mangrangka melakukan perjaanan ke negeri
Tiongkok dan menikah seorang Putri Penguasa setempat yang bernama Nio Tekeng
Bin Sie Djin Kui. Sepulang dari Negeri Tiongkok Raja Tallo mampir dan bermukim
Kampung Bonto Bangun Selayar. Selama di Selayar Raja Tallo melahirkan putra dan
purti di antaranya Sin Seng (Putra), Tian Lay (Putra) dan Shui Lie Putri dan menjadi
cika bakan nenek moyang orang Tionghoadi Selayar.

Belanda mular memerintah Selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan
sebagal sebuah keresidenan dimana .residen pertamanya adalah W. Coutsier
(menjabat dari 1739-1743). Berturui-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang
Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti Asisten
Resident, Gesagherbber, WD Resident, atau Controleur. Barulah Kepaa
pemerintahan ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta
Boendoe. Saat itu telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah
berganti menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942. Di zaman Kolonial Belanda, jabatan
pemerintahan di bawah keresidenan adalah Reganschappen. Reganschappen saat itu
adal ah wilayah setingkat kecamatan yang dikepalai oleh pribumi bergelar "Opu”. Dan
kalau memang demikian, maka setidak-tidaknya ada sepuluh Reganschappen di
Selayar kala itu, antara lain: Reganschappen Gantarang, Reganschappen Tanete,

Reganschappen Buki, Reganschappen Laiyolo, Reganschappen Barang-Barang dan



Reganschappen Bontobangun. Di bawah Regaschappen ada kepala pemerintahan

dengan gelar Opu Lolo, Balegau dan Gallarang. Pada tanggal 29 November 1945 (19

Hari setelah Insiden Hotel Yamato di Surabaya) pukul 06.45 sekumpulan pemuda dari

beberapa kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang
pemuda bekas Helho bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi kolonia
(sekarang kantor PD. Berdikari). Para pemuda ini. mengambil alih kekuasaan dari
tangan Belanda yang di kemudian hari tanggal ini dijadikan tanggal.

Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun Harl Jadi diambil dari tahun
masuknya Agama Islam di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawa oleh Datuk
Ribandang, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Gantarang, Pangali Patta
Radja, yang kemudian bernama Sultan. Alauddin, pemberian Datuk  Ribandang.
Peristiwa itu terjadi pada tahun 1605, sehingga ditetapkan Hari Jadi Kabupaten

Kepulauan Selayar adalah 29 November 1605.

Geogr afi

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24
Kabupaten/Kota di Provins Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau
Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan
yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawes Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah
dari daratan Sulawes dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk

suatu wilayah kepulauan.



Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan
berjumlah 130 buah, 7 di antaranya kadang tidak terlihat (tenggelam) pada saat air
pasang. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 1.357,03 km? wilayah

daratan (12, 91%) dan 9.146,66 km?2 wilayah lautan (87, 09%).

Batas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak

astronomi) 5°42' - 7°35" Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur yang

berbatasan dengan:
Utara Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone
Selatan Provins Nusa Tenggara Timur
Barat Laut Floresdan Selat Makassar
Timur Laut Fleres (Provins Nusa Tenggara Timur)

Berdasarkan letak sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Seni
dan Kebudayaan Kepulauan Selayar bahwa Sdlat Selavar dilintasi pelayaran
nusantara balk ke timur maupun ke barat, bahkan sudah menjadi pelayaran
internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan” yang berada di
antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara
geografis sangat strategis sebagal pusat perdagangan dan distribusi baik secara
nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia maupun pada skala internasional

guna melayani negara-negara di kawasan Asia.



Iklim

Tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan C, musim hujan terjadi pada
bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau pada bulan Agustus
hingga September. Secara umum curah hujan yang terjadi cukup tinggi dan sangat

dipengaruhi oleh angin musiman.

Topogr afi

Dipandang dari sudut tofografinya Kabupaten Kepulauan Selayar yang
mempunyai luas kurang lebih 1.357,03 Km? (wilayah daratan) dan terdiri dari
kepulauan besar dan kecil serta secara administrative terdiri dari 11 kecamatan, 81

desa dan 7 kelurahan adalah variatif dari yang datar hingga agak miring.

Karakteristik daerah atau Topografi Kahupaten Selayar terdiri dari:
1. Batuan Induk Vulkanik

Terbentuk dari pertemuan jalur pegunungan muda sirkum mediterania dan
sirkum pasifik, yang membentuk daratan Selayar adalah batuan yang cukup
mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, oleh tenaga oksigen yang
berlangsung lama, batuan itu lapuk membentuk tanah yang subur ini oleh pengaruh
tenaga oksigen dapat berubah menjadi tanah karang seperti tanah laterit. Sebab itu
perlu tindakan-tindakan konservasi, seperti sengkedan pada tanah-tanah miring,

penggiliran tanah, pemupukan dan lain-lain.



2. Bentang Alam (Natural Landscape)

Dataran Selayar yang terjadi karena tenaga endogen (pengangkatan dan
pelipatan) kemudian kemudian disususl dengan tenaga oksigen, membentuk betang
alam (natural landscape) yang beraneka ragam seperti:

a. Pegunungan dengan ketinggian rata-rata 800 meter sehingga tidak cukup untuk
terjadinya hujan orografis pegunungan, di punggungnya hutan tutupan dan di
lerengnya perkebunan tanaman pohon kerea yang berakar panjang serta berumur

panjang. Tanaman dengan pohon lunak seperti vanili, merica, kentang, kol dan

lain-lain diperlukan sengkedan untuk mencegah erosi dan longsor.
b. Daerah curam, aspek geografisnya adalah kawasan hutan (hutan tutupan) untuk
mencegah longsor

c. Daratan tinggi, aspek geografisnya, adalah:

Bak untuk pemukiman, karena udara sejuk dan drainasenya mudah diatur dan
tidak tergenang

- Perkebunan bagi tanaman budi-daya yang memerlukan udara sejuk, seperti

cengkih, jagung Meksiko dan lain-lain

- Horti kultura, seperti sayur mayur, kentang bunga-bunga dan bonsai

- Pusat-pusat kesehatan seperti sanatorium

- Pusat-pusat pelatihan, kantor-kantor, hotel-hotel, tempat rekreasi dan lain-lain
d. Daerah-daerah ledok dan lembah, aspek geografisnya adalah:

- Tempat akumulasi/persedian air untuk daerah sekitarnya. Dengan

pompanisasi dapat dialirkan ke daerah-daerah ketinggian.



- Daerah pertanian tanaman pangan, seperti sayur mayur kangkung, bayam
jagung lokal, kaca-kacangan dan lain-lain
- Tanah daratan rendah, aspek geografisnya adalah:
a.  Untuk perkebunan, seperti kelapa dan coklat
b. Untuk pertanian menetap, seperti sawah dan huma.
- Tanah rawa-rawa, aspek geografisnya adalah:
a. Kawasan pohon nipa, tempat ikan tempat bertelur, bahan baku gula merah
dan atap tradisional yang indah dan sejuk
b. Empang dan pembuatan garam
c. Kawasan bakau, tempat ikan bertelur dan berlindung, serta mencegah
abrasi
- Daerah berbukit-bukit dan tanah bergel ombang, aspek geografisnya adal ah:
a. Bak untuk pemukiman, sebab udara sgjuk, drainasenya mudah diatur,
diwaktu malam tampak indah bagal pelaut yang menuju ke Selayar
b. Perkebunan, tanaman budi daya seperti cengkih, coklat dan kelapa.
c. Pertanian tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi harus bertaras
supaya tidak terjadi erosi.
e. Daerah Aliran Sungai (DAYS)
- Daerah dliran sungai (DAS), aspek geografis satu-satunya adal ah kawasan
hutan hidrologi (hutan tataair)

- Daerah berbatu-batu



a. Daerah yang berbatu-batu di bagian utara, aspek geografisnya hutan
tutupan. Baik juga untuk hutan produksi, seperti jati dan holasa (kayu
bitti). Hanya eksploitasinya tebang pilih dan tebang ganti serta rerumputan

untuk pakan ternak.

Geologi
Kondis geologi pulau Selayar merupakan kelanjutan dari wilayah geologi
Sulawes Selatan bagian Timur yang tersusun oleh jenis batuan sediment. Struktur

geologi Kepulavan Selayar menunjukkan struktur-struktur dan penyebaran batuan

berarah Utara - Selatan dan miring melandai kearah Barat. Sedangkan pantai Timur
umumnya terjal dan langsung dibatasi oleh laut dalam yang cenderung merupakan
jalur sesar.
Statigrafi batuan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari:
Endapan rasa manis aluvial dan endapan pantal terdiri atas kerikil pasir, lempung
Lumpur dan batu gamping cral (Qac).
Satuan formasi Kepulauan Selayar walanae mencakup batu gamping, batu pasir,
batu lempung, konglomerat dan tufa (Tmps) yang terdapat di sisi Barat hingga
ujung Pulau Selayar.
Satuan formasi batuan gunung api camba, meliputi breksi, lava, konglomerat dan
tufayang terdapat pada bagian Selatan Pulau Selayar.
Formasi camba, terdiri dari batuan sediment laut berseling dengan batuan gunung

api (Tmc) terdapat pada sepanjang pantai Timur Pulau Selayar.



Formas walanae, terdiri dari batu pasir, konglomerat, tufa, batu danau, batu
gamping dan napa (Tmpv) terdapat pada ujung bawah pantai Barat Pulau

Selayar.

B. Vis Dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi:
"Teciptanya Pelayanan Prima dalam mewujudkan Selayar sebagi

Kabupaten Maritim"™.

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan prima untuk mewujudkan Kepemerintahan yang
baik, demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

2. Mewujudkan Selayar sebagai Kabupaten Maritim dalam satu kesatuan yang
utuh

3. Memposisikan Selayar sebagai sub system dalam system transportasi nasional
baik darat, laut maupun udara.

4. Mendorong transfomasi budaya masyarakat dari agraris’kontinen ke maritime

yang religius.

C. Struktur Organisasi LPM Lembang Bosang

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasa 1 ayat 1 Lembaga
Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk

oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan



Lurah dalam memberdayakan masyarakat. LPM adalah lembaga atau wadah yang

dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam

menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di  bidang

pembangunan.

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut pasal 20

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan

Lembaga K emasyarakatan terdiri atas:

Susunan pengurus terdiri dari:

a
b.
C.
d.

1)

2)

3)

4)

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Bidang-bidang sesuai kebutuhan

Pengurus LPM sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh merangkap jabatan pada
Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu
partai politik.

Pengurus LPM tidak boleh dirangkap Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).

Memasukkan unsur perempuan dalam pengurus Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM).

Pemilihan Pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat dan dipimpin oleh

KepalaDesa.



5) Masa bakti pengurus LPM di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
Struktur Organisass LPM Lembang Bosang Kecamatan Bontomanal

Kabupaten K epulauan Selayar adalah sebagai berikut:

Ketua L PM
Orizal
SEKRETARIS
BENDAHARA
Ferry _
Layla Yunita
Windarko
Kesehatan Olahraga Dan £ 1 -
: RPemuda
1 . M. Firdaus
Ramadhoko Saswito
Pember dayaan Pembangunan Keterampilan
Perempuan .
Supri Lia
Handayani

Gambar 3. Struktur Organisasi LPM Lembang Bosang

D. Gambaran Lembaga Pemberdayaan Masyar akat
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau sering disingkat dengan
(LPMK) merupakan lembaga pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau

yang dikena dengan LKMD, Lembaga Pemberayaan Masyarakat Kelurahan menurut



pasal 1 point (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang
Pedoman Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan adalah “lembaga atau wadah yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dan Lurah dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di  bidang
pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk atas prakarsa
masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufekat, bukan prakarsa atau
keinginan dari pemeriniah atau Lurah, dan keberadaan LPMK ini juga dijadikan
sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi serta
kebutuhan dari masyarakat setempat khususnya aspirasi dan keinginan di bidang
perencanaan dan pel aksanaan pembangunan di wilayah kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian proses pemberian fungsi
dan peranan kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan,
sehingga adanya keseimbangan pada masyarakat, baik secara individu maupun
ssecara kelompok atau kelembagaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan merupakan lembaga yang diakui dan dibina oleh pemerintah,
pemberianpengakuan oleh pemerintan terhadap keberdaan LPMK dengan wujud
penertiban SK oleh Lurah tentang kelembagaan LPMK. LPMK juga dibina oleh
pemeritah dengan berbaga bentuk pembinaan.

Keanggotaan lembaga LPMK diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2007, anggota LPMK berasal dari tokoh masyarakat yang ada di

wilayah kelurahan, dan bukan tokoh masyarakat yang pada saat itu sedang menjabat



pada lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, seperti Ketua lembaga RT, Ketua
lembaga RW, Ketua lembaga PKK kelurahan, dan Ketua lembaga Karang Taruna,
atau ketua lembaga kemasyarakatan kelurahan (lainnya).

Anggota LPM pada umumnya diis masyarakat yang berasal dari orang-orang
berlatar belakang perguruan tinggi atau akademisi, guru sekolah, atau pegawai negeri
sipil pada pemerintah daerah, hal ini dikarenakan tugas yang diamanahkan kepada
LPM cukup berat dan strategis, dimana LPM diberikan tugas menyusun perencanaan
dan melaksanakan pembangunan, sehingga membutuhkan keahlian di bidang
perencanaan pembangunan dan tingkat pendidikan yang lebih baik.

Perencanaan yang disusun LPM merupakan salah contoh dari proses
perencanaan yang berawal atau berproses-dari bawah ke atas, atau sering juga disebut
dengan perencanaan partisipatif, perencanaan partisipatif ini disusun oleh masyarakat
sendiri melalui LPM, oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang memahami
tentang perencanaan pembangunan, khususnya untuk anggota LPM.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan memiliki fungsi yang jelas dan
diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2000, berdasarkan pasal 9
Peraturan Menteri Dalam Negeri, dinyatakan fungsi LPM adalah:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.



4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif.

5. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong
royong masyarakat

6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta
keserasian lingkungan hidup.

Fungs Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah menampung dan
menyalurkan aspiras masyarakat dalam pembangunan, menamam dan memupuk rasa
persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana dan pelaksanaan pengembangan
hasil-hasil pembnagunan secara partisipastif, menggerakkan partisipasi dan prakarsa
masyarakat secara gotong royong,  dan mendayaguna sumber daya alam dan
kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, fungsi LPM dalam membantu tugas
lurah berperan sebagai:

a. Motivator masyarakat

b. Inspirator pembagunan

c. Mediator masyarakat dengan pemerinta
d. Aspirator masyarakat

Lembaga LPM juga diberikan berbagai bentuk kewgjiban, diantaranya;
membantu pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI tahun
1945 dan peraturan perundang undangan yang berlaku, ikut membantu menjalin

hubungan kemitraan dengan berbagai bentuk kerjasama, seperti dengan pemerintah



dan swasta membantu menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat,
seperti juga membantu Lurah dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam membantu tugas
Lurah, berkewajiban sebagai:
1. Eksekutor kebijakan
2. Stabilisator kehidupan bermasyarakat dan bernegara

3. Mediator masyarakai dengan pihak lain

E. Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lembang
Bosang K ecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar

Kapabilitas adalah kemampuan: seseorang tetapi tidak sebatas memiliki
kemampuan sgja akan tetapi lebih dari itu antara lain bisa menyakinkan seseorang
bahwa mereka bisa melakukan selain dari kemampuan yang dia miliki, seperti dia
ahli dalam bidang keadministrasian tetapi dia juga bisa mengerjakan bidang lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau sering disingkat dengan
(LPMK) merupakan lembaga pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau
yang dikena dengan LKMD, Lembaga Pemberayaan Masyarakat Kelurahan menurut
pasal 1 point (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang
Pedoman Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan adalah “lembaga atau wadah yang

dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dan Lurah dalam



menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di  bidang
pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk atas prakarsa
masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat, bukan prakarsa atau
keinginan dari pemerintah atau Lurah, dan keberadaan LPMK ini juga dijadikan
sebagal mitrakerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi serta
kebutuhan dari masyarakat setempat khususnya aspirasi dan keinginan di bidang
perencanaan dan pel aksanaan pembangunan di wilayah kelurahan.

Menurut Menon dalam Purwanda (2019), kapabilitas adalah kemampuan,
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anggota organisasi untuk melaksanakan
pekerjaan yang dapat memberikan nilai--bagi organisasi dengan indikator-indikator
nya yaitu keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan menerimainformasi.

1. Keterampilan (Skill)

Keterampilan (Skill) adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran dan
ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi
lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat,
dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau
mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan
keterampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat
mengunjungi kegiatan di tempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat

melihat sekaligus belgar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding.



Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan
perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal, misalnya seorang
programmer computer, disamping pengetahuan dan kemampuan karyawan ha yang
paling di perhatikan adalah sikap prilaku karyawan. Orang yang dapat dikatakan
sebagal orang terampil adalah orang yang dalam mengerjakan atau menyelesaikan
pekerjaannya secara cepat dan benar. Namun, apabila orang tersebut mengerjakan
atau menyelesaikan pekerjaanya dengan cepai tetapl hasilnya tidak sesuai atau salah
maka orang tersebut tidak dapat dikaiakan sebagal orang yang terampil. Apabila
orang tersebut melakukan pekerjaan dengan benar dan sesual apa yang diperintahkan,
tetapi lambat dalam menyelesaikannya, maka orang tersebut dapat disimpulkan
sebagal orang yang terampil.

Dalam hal ini, Kapabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tujuan dibentuknya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam
menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi
masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini
mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawas pelaksanaan pembangunan
di tingkat kelurahan. Adapun tugas lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu
menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakan swadaya gotong
royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dalam
melakukan tugas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader
pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan

Bontomana Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada Lembaga Pemberdayaan



Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga mudah diketahui oleh
masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

3. Tugas

d. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.

e. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat.

f. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Daam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan M asyarakat
juga memiliki-hubungan kerja sehaga mana dimaksud sebagal berikut:
d. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat
konsultatif dan koordinatif.
e. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga
Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
f. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di
kelurahan bersifat kemitraan.
Berdasarkan dari uraian diatas wawancara yang dilakukan penulis kepada
Lurah Lembang Bosang menerangkan bahwa
“Daam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat
kelurahan pihak lembaga pemberdayaan masyarakat dinila telah melaksanakan
pengawasan yang sesuai dari prosedur yang telah ditetapkan” (Hasil Wawancara
14 Mei 2019).

Hal senadajuga dikatakan oleh Seksi Pemberdayaan mengatakan:

“Kami dari selaku seksi pemberdayaan telah banyak melaksanakan program atau
tugas untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan mengikuti



pelatihan dan pembinaan yang pelaksanaannya tetap dalam pengawasan dan
prosedur yang telah ditetapkan” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas bahwa tugas dari lembaga pemberdayaan
masyarakat dinilai telah melaksanakan pengawasan yang sesual dari prosedur yang
ada. Dari pihak seksi pemberdayaan mempererat kembali apa yang sudah di
kemukakan bahwasanya sudah melaksanakan program atau tugas untuk
meningkatkan pemberdayaaan - masyarakai  dengan mengikuti pelatihan dan
pembinaan dalam pelaksanaannya ini tetap berada digaris pengawasan dan prosedur
yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dibenarkan oleh Ketua LPM, mengatakan:

“Dalam aspirasi masyarakat yang kami tampung bersama untuk pelatihan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lembang Bosang
keseluruhan kegiatan dapat terlaksana dan berjalan optimal” (Hasil Wawancara
15 Mei 2019).

Menurut penjelasan di atas dapat dibenarkan bahwa dalam merencanakan dan
mengawasl pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan pihak lembaga
pemberdayaan masyarakat dinilai telah melaksanakan pengawasan. Bentuk
pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat
dilihat dari segi pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat tetapi pelaksanaanya
tetap dalam pengawasan yang sesuai dari prosedur yang telah ditetapkan.

Pengawasan yaitu sebagal proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan
organisasi dan mangjemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat
kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan

yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Kontrol atau pegawasan adalah



fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan
semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawal yang
melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian,
pengawasan oleh pimpinan khusunya yang berupa pengawasan melekat merupakan
kegiatan mangjerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan
dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau
tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan
keterampilan pegawai.  Para pegawal Yyang selalu mendapat pengarahan atau
bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang
lebih sedikit dibandingkan dengan pegawal yang tidak memperoleh bimbingan.
Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:
a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan
b. Perintah (Orders) terhadap pel aksanaan pekerjaan (Performance)
c. Tujuan
d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Pada umumnya setiap organisasi/lembaga sering terjadi suatu kesenjangan
antara kebutuhan akan promosi tenaga kerja yang diharapkan oleh organisasi/lembaga
dengan kemampuan tenaga kerja dalam merespon kebutuhan, organisasi/perusahaan
perlu melakukan suatu upaya untuk menjembatani kesenjangan ini. Salah satu cara
yang dapat dilakukan organisasi/lembaga adalah melalui program pelatihan. Melalui

program pelatihan diharapakan seluruh potensi yang dimiliki dapat ditingkatkan



sesuai dengan keinginan organisasi/lembaga atau setidaknya mendekati apa yang
diharapkan oleh organisasi/lembaga tersebut.

Pembinaan adalah upaya pendidikan forma maupun non forma yang
dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam
rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu
dasar-dasar kepribadiannya - seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan
keterampilan sesuai - dengan hakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-
kemampuannya sebaga bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah,
meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke
arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan
pribadi yang mandiri. Adapun yang dikatakan oleh Sekretaris LPM, mengatakan:

“Dari beberapa program yang telah direncanakan oleh LPMK secara keseluruhan
telah berjalan dengan baik, baik itu dari segi kegiatan sosiaisasi, kewenangan
forma maupun non formal disis lain lembaga pemberdayaan masyarakat
menyediakan sarana untuk menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi
masyarakat” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas dan hasil pengamatan yang penulis lakukan,
menilai bahwa aspiras masyarakat yang telah ditampung bersama melalui program
yang telah direncanakan di Kelurahan Lembang Bosang telah berjalan dengan baik,
yang diadakan oleh LPMK melalui kegiatan sosialisasi seperti Anti Narkoba. Dalam
hal ini, adapun tanggapan informan dari salah satu tokoh masyarakat, mengatakan:

“Kami selaku tokoh masyarakat menilai bahwa tugas LPMK melalui program
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan LPMK sangat membantu

masyarakat dalam pengembangan kompetensi dan kreativitas masyarakat karena
adanya pelatihan dan pemberdayaan, dan juga adanya kegiatan sosialisasi dan



tersedianya sarana untuk mengembangkan aspirasi masyarakat” (Hasil
Wawancaral7 Me 2019).

Menurut penjelasan diatas kami menyimpulkan bahwa salah satu tokoh
masyarakat beranggapan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
LPMK sangat membantu masyarakat. dalam pengembangan kompetensi dan
Kreativitas masyarakat karena adanya pelatihan. dan pemberdayaan masyarakat
setempet. Dalam hal ini dibenarkan ol eh salah satu masyarakat, mengatakan:

“Dengan-adanya LPMK sangat membantu peningkatan kualitas SDM sehingga
memperkuat - dalam memupuk rasa persatuan serta rasa gotong royong
masyarakat selain itu potensi SDA dapat menjadikan aspirasi masyarakat” (Hasil
Wawancara 17 Mei 2019).

Dari penjelasan diatas bahwa LPMK' sudah membantu masyarakat dalam hal
peningkatan SDM untuk memperkuat dalam memupuk rasa persatuan serta rasa
gotong royong masyarakat dan potensi SDA bisa ditingkatkan lagi sehingga bisa
menjadi aspirasi masyarakat. Uraian di atas sejalan dengan pernyataan atau tanggapan
sebagal warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar mengungkapkan bahwa:

LPMK sangat membantu peningkatan kualitas SDM sehingga memperkuat
dalam memupuk rasa persatuan serta rasa gotong royong masyarakat selain itu
potenss SDA dapat menjadikan aspirasi masyarakat juga bisa mensejahterakan
masyarakat setempat dan bisa dikatakan lebih mandiri dari pada sebelum LPMK

dibentuk dan penyaluran aspirasi masyarakat lebih mudah dan kualitas pelayanan

pemerintahan menjadi lebih baik.



4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat mengemukakan bahwa suatu bentuk sikap dan perilaku
seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri,
masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, Bangsa dan Negara. Dalam
hal ini, adapun tanggapan informan yaitu ketua LPMK, mengatakan:

“Di lihat dari tanggung jawab LPMK, aspek kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang telah terlaksana masih ada bheberapa program kegiatan yang pel aksanaanya
tidak sesua jadwa atau melewati batas waktu yang ditentukan terkadang
berdampak pada efesiensi jadwal program lainnya” (Hasil Wawancara 15 Mei
2019).

Daam hal ini, Senada adapun tanggapan informan yang berinisial Seksi
pemberdayaan, mengatakan:

“Proses program kegiatan yang- terlaksana sudah berjalan cukup baik, namun
disis lain tanggung jawab pihak: LPMK dalam menyampaikan informasi atau
sosialisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak LPMK belum merata ke
seluruh masyarakat. Hal ini menimbulkan banyak masyarakat yang belum paham
terhadap arah dan tujuan program kegiatan tersebut” (Hasil Wawancara 15 Mei
2019).

Menurut penjelasan diatas kami menyimpulkan bahwa proses program
kegiatan yang terlaksana sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam tahap penyampaian
informasi atau sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pihak LPMK belum merata ke
seluruh masyarakat. Tetapi masih banyak yang belum memahami arah dan tujuan
program kegiatan yang ada di lembaga pemberdayaan masyarakat.

Adapun bentuk tanggung jawab LPMK yaitu memberikan pelayanan terbaik

dalam pelaksanaan K egiatan dan program, pelayanan berarti melayani suatu jasa yang

dibutunkan oleh masyarakat dalam segala bidang kegiatan pelayanan kepada



masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi publik, karena itu
birokrasi dalam melayani masyarakat harus menghilangkan kesan umum yang negatif
untuk dapat disebut birokras yang responsif terhadap pelayanan umu dalam
menyediakan fasilitas umum dan pelayanan yang cepat. Ini semua tidak mudah tetapi
harus dipilih guna memberikan pelayanan yang terbaik dan tercepat atau ditingalkan,
tidak mendapat dukungan atau simpati rakyat yang berjuang pada krisis kepercayaan.

Dalam hal ini, adapun tanggapan informan ketua LPMK, mengatakan:

“kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan program LPMK, tentunya juga kami
selalu mengharapkan dukungan dan kerja sama setiap elemen masyarakat untuk
mewujudkan program sehingga berjalan sesual dengan harapan masyarakat itu
sendiri” (Hasil wawancara 15 Mei 2019).

Dalam hal ini telah dibenarkan salah satu-dari tokoh masyarakat, mengatakan:
“Pelaksanaan kegiatan dan program LPMK lebih bisa ditingkatkan lagi dari segi
kerjessama atau dukungan dari masyarakat itu sendiri sehingga harapan
masyarakat bisa diwujudkan dan bisa berjalan dengan baik” (Wawancara Hasil
17 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas kami menyimpulkan bahwa pelayanannya sudah
bagus kepada seluruh masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan dan program
LPMK, tetapi kami sebagal pengurus LPMK selalu mengharapkan dukungan dan
kerjasama setigp elemen masyarakat untuk mewujudkan program sehingga harapan
masyarakat bisa berjalan baik sesuai yang diharapkan.

Dilihat dari program yang diterapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Lembang Bosang telah berjalan dengan baik. Dalam merencanakan dan

mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan pihak lembaga



pemberdayaan masyarakat telah banyak melaksanakan program atau tugas untuk
meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pembinaan.
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang telah banyak menyalurkan
berbagai aspirasi masyarakat yang dimana pelaksanaannya tetap dalam pengawasan
dan prosedur yang telah ditetapkan.

Bentuk pengawasan yang dimaksud ~dalam lembaga pemberdayaan
masyarakat terhadap pembangunan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam
mel aksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi ataupun tidak
selamanya dalam pelaksanaan pekerjaan, tergantung pada tingkat kemampuan dan
keterampilan pegawai. Para pegawa yang selalu mendapat pengarahan atau
bimbingan dari atasan, cenderung . melakukan kesalahan atau penyimpangan yang
lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan organisasi/lembaga adalah melalui
program pelatihan. Melalui program pelatihan diharapkan seluruh potensi yang
dimiliki dapat ditingkatkan sesuai dengan keinginan organisasi/lembaga. LPMK juga
mengadakan kegiatan sosidisasi lain yaitu pembinaan. Pembinaan adalah upaya
pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara berencana, terarah, dan
bertanggung jawab dalam rangka membimbing dan mengembangkan suatu dasar-
dasar yang ada dalam setiap individu serta kemampuan lainnya sebagai bekal, untuk
selanjutnya atas perkasa sendiri meningkatkan dan mengembangkan dirinya, serta

kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.



Jika dilihat dari sis pelayanan yang diterapkan di lembaga pemberdayaan
masyarakat sudah cukup baik terhadap masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan
program LPMK, tetapi kami sebagai pengurus LPMK seladu mengharapkan
dukungan dan kerjasama setiap elemen masyarakat untuk mewujudkan program
sehingga harapan masyarakat bisa berjalan baik sesual yang diharapkan.

Kegiatan Yang Dilaksanakan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK)

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negert -Nomor.5 Tahun 2007 dan
Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2007, bahwa Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki tugas yaitu : menyusun rencana
pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
dan melaksanakan serta mengendalikan.pembangunan. Maka berdasarkan kepada
pengertian tersebut, LPM sebenarnya memiliki posisi dan peranan yang sangat
strategis yaitu ~menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dalam rangka
pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan disegala bidang. Hal ini
berarti pula bahwa segala aktifitas pembangunan yang dilaksanakan di tingkat
kelurahan baik fissk maupun non fisik dalam- bidang pendidikan, sosial, keagamaan,
kesehatan dan yang lainnya dikoordinasikan dengan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai mitra Lurah dalam menampung aspirasi dan
mewujudkan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, maka LPM kelurahan

Lembang Bosang mencoba menyusun program dan kegiatan yang diselaraskan



dengan Tugas Pokok dan kebutuhan masyarakat serta visi dan misi Kelurahan
Lembang Bosang. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup:
1. Administrasi Dan Surat Menyurat
a. Membuat surat tertulis Kepada Lurah Lembang Bosang (Bp. Hermanto Gani,
SE.) perihal pengelolaan UEDSP,, BUMKEL dan BKM yang tidak jelas
b. Membuat surat kepada Lurah Lembang Bosang (Sdr. Eko Haryanto)
mempertanyakan dan mengingatkan jperihal BOP.RT /RW yang di tahan-
tahan dengan tembusan Camat Bontomanal
c. Membuat surat kepada Bupati Kepulauan Selayar
d. Membuat surat permohonan partisipasi perbaikan jalan
e. Membuat proposal perbaikan-jalan kepada Dinas PU kabupaten Kepulauan
Selayar
f. Membuat proposal perbaikan rumah tidak layak huni kepada Kementerian
Sosial RI melalui Dinas Sosial K abupaten Kepulauan Selayar
2. Organisasi
Pada awal terbentuknya kepengurusan LPM periode 2011-2014 jumlah
pengurus sebanyak 20 (dua puluh) orang. Sesuai SK Kepala Kelurahan Lembang
Bosang Nomor 410.22/11-kel.2011 tentang Pengesahan dan Penetapan pengurus
LPM Periode 2011-2014 maka kepengurusan berakhir pada tanggal 13 Maret 2014.
Berkaitan hala tersebut Ketua LPM telah mengirimkan surat kepada Kepala
Kelurahan Lembang Bosang tentang habisnya masa kepengurusan dan mohon segera

dilakukan pemilihan Ketua LPM yang baru. Namun demikian sesuai surat Kepaa



Kelurahan Lembang Bosang bahwa kepengurusan LPM diperpanjang sampai dengan
dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru.
3. Kegiatan Rapat, Pertemuan, Pelantikan dan Upacara
a. Mengadakan rapat/pertemuan internal pengurus LPM untuk membahas
rencana kegiatan yang akan dil aksanakan
b. Mengikuti/menghadiri- rapat-rapat koordinasi pembangunan baik yang
dilaksanakan ol eh prhak Kelurahan maupun Kecamatan Bontomanai
c. Mengikuti rapat musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten
d. Menghadiri pelantikan pengurus RW dilingkungan Kelurahan Lembang
Bosang, KPPS dan lainnya
e. Menghadiri undangan-undangan
f. Mengadakan pertemuan dengan‘.lurah Hermanto Gani, SE. untuk minta
penjelasan tentang Kegiaian dan penggunaan APBD untuk masyarakat yang
tidak jelas dan tidak transparan
g. Mengadakan urun rembug dengan mengundang para Ketua RW, tokoh
masyarakat, aparat Kelurahan l.embang Bosang dan Aparat Kecamatan untuk
menindaklanjuti mengenaiperilaku- Lurah Hermanto Gani, SE. yang tidak
transparan dalam penggunaan dana APBD khususnya bantuan untuk stimulant
dan sarana infrastruktur masyarakat.
h. Mengikuti Upacara Peringatan HUT RI di Kecamatan Bontomanai dan

Lapangan Pemuda Benteng Kabupaten K epulauan Selayar



i. Menghadiri dan mengikuti kegiatan lainnya baik yang diadakan oleh

Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten atau pihak lainnya
4. Kegiatan Infrastruktur
a. Pada tahun 2013 melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur dari DPA
Kelurahan Lembang Bosang melalui swakelola sebanyak 16 buah kegiatan di
16 lokasi rw senilai Rp131.260.000,-
b. Perbaikan plang batas wilayah antar rukun warga
c. Melaksanakan kegiatan infrastruktur senila Rp 361.950.000 untuk 24 buah
kegiatan yang dibiayai DPA Kelurahan L embang Bosang tahun 2014.
5. Kegiatan Sosial

Kegiatan sosia diarahkan uniuk.membantu dan memberdayakan masyarakat
yang mengalami berbagal permasalahan'.sosial yagn dilaksanakan melalui Gerakan
Lembang Bosang Peduli. Beberapa kegiatan yang telah dil aksanakan meliputi :

a. Kegiatan Bakti Sosial berupa Penyuluhan Bencana , Simulasi Gempa buat
anak-anak SD dan orang tua, Permainan anak-anak dan yang mencakup :
membuat  yel-yel kelompok masing-masing SD, Lomba ketangkasan
permainan Hulahup, Tangkap Bola dan membuat lingkaran yang diikuti
sebanyak 76 orang.

b. Penyuluhan dan Simulasi Gempa yang diikuti oleh anak-anak penerima
bantuan, orang tua siswa, guru pendamping dan para kader posyandu.

c. Pemberian THR kepada anak-anak dari keluarga kurang



d. Pendistribusian zakat maal tahun 2013 kepada mustahik ( Fakir, Miskin,
Yatim Piatu) kepada 50 Kepala Keluarga di Wilayah Kelurahan Lembang
Bosang sejumlah Rp 10.650.000,
e. Bekerjasama dengan Bidan Desa dan Kader Posyandu melakukan pendataan
Rumah Tangga Sangat Miskin; Penyandang Cacat, Anak Balita dan Lanjut
Usia
f. Melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) keluarga miskin di
Kelurahan Lembang Bosang untuk diusulkan ke Kementerian Sosia RI
melalui Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
g. Mendristribusikan beras bantuan Bupati Kepulauan Selayar kepada keluarga
miskin
6. Sumber Dana

Selama periode 2011 — 2014, LPM Kelurahan Lembang Bosang mendapat
dana dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupa Biaya Operasiona (BOP)
seperti halnya RT dan RW. Sedangkan untuk operasional pelaksanaan kegiatan yang
dirancang oleh LPM, kami berupaya untuk mencari dana atau menggunakan biaya
operasional tersebut untuk pelaksanaan kegiaian yang telah direncanakan. Termasuk
menyisihkan dari kegiatan-kegiatan swakelola pembangunan fisik atau kegiatan
lainnya yang diberikan oleh Pemerintah kelurahan Lembang Bosang. Untuk kegiatan
sosial yang dilaksanakan melalui Gerakan Lembang Bosang Peduli sumber dana

berasal dari sumbangan masyarakat, donatur dan zakat maal.



7.

Kendala/ Hambatan Y ang Dialami

Dalam menjalankan program kerja / kegiatan yang telah direncanakan,

terdapat beberapa hambatan/kendala yang dialami baik yang bersifat internal maupun

eksternal. Kendala tersebut antaralain :

a

K eterbatasan waktu yang dimiliki oleh beberapa pengurus menyebabkan semakin
berkurangnya pengurus LPM yang aktif. Dari-20 orang pengurus yang ditetapkan
sampai saat ini hanya 18 orang yang ‘masih-aktif. Padaha LPM selalu mencoba
untuk melakukan kaderisasi Pengurus kepada masyarakat.

Keterbatasan sumber dana. LPM senantiasa berupaya mencari terobosan dan
inovas program untuk menyentuh dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat baik yang bersifat -pelatihan, penyuluhan maupun dalam bentuk
menggerakkan swadaya dan pertisipasi masyarakat bahkan dalam bentuk
pemberian bantuan stimulant kepada masyarakat yang memer|ukan.

Masih sulitnya mengkoordinasikan berbagal program kemasyarakatan dengan
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Lembang Bosang
sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Masih adanya Pengurus RW/RT dan masyarakat yang belum mengetahui
keberadaan LPM termasuk tugas pokok dan fungsinya.

Tidak jelasnya sistem pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya
terhadap LPM walaupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun

2007 dan Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2007 jelas dan



tegas bahwa Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan wajib melakukan
pembinaan terhadap LPM.
3. Pengetahuan (knowledge)

Informasi yang di miliki seorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sesua bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya pengetahuan
menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang di bebankan kepadanya,
karyawan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efesiensi dalam
lembaga tersebut. M enon dalam Purwanda (2019).

Pengetahuan seseorang memang dapat dilihat dari pendidikan yang
dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap intelektual dalam berfikir, karena semakin
tinggi tingkat pendidikan seseorang, -kemampuan intelektualnya akan semakin
meningkat pula. Latihan atau pendidikan.non formal yang berhubungan dengan yang
ditekuni aparat, akan membuatnya lebih mudah untuk melaksanakan pekerjaan dan
tugasnya. Kemampuan aparat dapat diukur dari pengetahuan dan keterampilannya.
Pengetahuan diukur dari:

1. Pendidikan formal yang diperoleh.

2. Pendidikan non formal, sgauh mana keikutsertaannya dalam kursus-kursus,
pel atihan-pelatihan, diklat-diklat, dan sebagainya.

K eterampilan diukur dari:

4. Segjauh mana penguasaan aparat terhadap tata kerja, prosedur dan proses kegiatan
dalam organisasi.

5. Sgjauh mana kemampuan aparat untuk bekerjasama dengan teman sekerjanya.



6. Segjauh mana kemampuan aparat keseluruhan. Ini dapat berwujud kemampuan
aparat untuk menyesuaikan tindakan organisasi dengan situasi yang dihadapi, atau
juga kemampuan untuk merubah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dirinya atau
oleh organisasi.

Pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan yang
sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Diklat teknis yang
setaraf dengan vocational training kiranya amat dibutuhkan bagi pengembangan
profesionalisme aparatur pegewai. Sementara itu, tingkai pendidikan formal perlu
pula diberikan kesempatan bagi apratur pegawa untuk menyel esaikannya.

Sumber daya aparatur sebagai faktor produks terpenting dalam organisasi
Pemerintah Daerah harus selalu dalam-proses pembelgaran agar potensi akal manusia
dapat dikembangkan secara optimal.~ Kita semua menyadari bahwa peran aparatur
pemerintah akan sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah dalam
mengemban misinya. Karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah
daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah daerah yang mampu
bersaing dalam era globalisasi.

Kami bisa menyimpulkan bahwa pengetahuan dalam sebuah lembaga dilihat
dari strategi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam usaha pencapaian tujuan
dan berbagai sasaran baru terlihat apabila kebijaksanaan dan strategi itu dilaksanakan
dengan baik. Jika keputusan telah diambil, manfaat keputusan itu baru terasa setelah
dilaksanakan. Jika rencana dan program kerja telah diurus pelaksanaanlah yang bisa

membuktikan apakan rencana dan program kerja itu redlistis atau tidak, dalam arti



mempermudah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Daam ha ini, adapun tanggapan informan yang berinisial Seksi pemberdayaan,

mengatakan bahwa:

“Semua pelaksanaan tugas yang telah diberikan harus diketahui lebih dulu
melalui strategi yang telah ditetapkan maka dengan ini petugas akan mengetahui
tugas dan tanggung jawabnya” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Hal senadajuga dikatakan oleh informan Lurah L embang Bosang, mengatakan:
“Sebelum melakukan tugas, petugas telah melakukan perencanaan terlebih
dahulu tentang bagaimana strategi, pelaksanaan serta tugas yang telah
dibebankan kepadanya, sehingga mereka bisa memprediksi dengan strategi yang
telah ditentukan™ (Hasil WWawancara 14 Mei 2019).

Menurut  penjelasan diastas bahwa penerapan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat khususnya di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai
Kabupaten Kepulauan Selayar informasl mengatakan bahwa petugas telah melakukan
perencanaan terlebih dahulu tentang bagaimana strategi yang ditetapkan, serta
pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya, sehingga mereka bisa
memprediksi strategi apa yang lebih baik dalam lembaga tersebut.

Untuk menjadi seorang aparatur yang berkemampuan tinggi paling tidak
harus memiliki tarap pendidikan yang tinggi pula, sebab pendidikan dapat digunakan
sebagai ukuran yang paling dasar terhadap kemampuan seseorang. Disamping itu
juga harus mempunyai pengalaman yang luas dan terlatih untuk bidang pekerjaannya.

Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kelurahan Lembang Bosang cukup

bervariatif, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adapun rincian



keadaan penduduk Lembang Bosang berdasarkan tingkat pendidikannya adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Anggota LPM Di Kelurahan Lembang Bosang

No Nama Riwayat Pendidikan K eterangan
1 | Orizd, S.Pd S1
2 | Ferry Windarko, S.Pd S1
3 | LaylaYunita, SE S1
4 | Doni Ramadhoko, S.Sos S1
5 | Saswito, S.Pd S1
6 | M. Firdaus, S.Pd S1
7 | Handayani, S.Sos S1
8 | Supri, SE S1
9 |Lia SPd S1
10 | Anazmudin SLTA
11 | Umi kulsum SLTA
12 | Mawadah SLTA
13 | Ari ruddy Y SLTA
14 | Hamjiah SLTA
15 | Ahmad Ahsan SLTA
16 | Pandi SLTA
17 | Muh. Arham SLTA
18 | Samiah SLTA
19 | Jurniati SLTA
20 | Siti Syamsiah SLTA

Sumber: Kelurahan Lembang Bosang Kabupaten K epulauan Selayar

Berdasarkan tabel di atas bahwa anggota lembaga pemberdayaan masyarakat
Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Lembang Bosang berjumlah 20 orang dan riwayat
pendidikan para anggota LPMK di dominasi tingkat pendidikan Diploma sampai
sarjana, namun ada juga beberapa anggota yang tingkat pendidikannya setara dengan

SLTA.



LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di Kelurahan
Lembang Bosang dilihat dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan masyarakatnya sudah memanfaatkan potensi dan
menggerakan swadaya gotong royong. Seauh ini pula pelaksanaan LPMK di
Kelurahan Lembang Bosang yang dimana sebagai mitra dari lurah di dalam system
pemerintahan kelurahan sudah menunjukkan hal-hal yang menuju pada orientasi

pembangunan yang baik.

Menggali, Pendayagunaan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya

Dalam fungsi ini, LPMK [ebih berperan sebaga pemberdaya bagi masyarakat
agar masyarakat bisa menerima, mengolah, dan memanfaatkan sumberdaya yang ada
untuk kepentingan dan kesejahteraan 1ndividu maupun kelompok dalam hal ini adalah
masyarakat. Dan yang dimaksud disini adalah pengelolaan dan pengembangan
sumber daya manusia. Terkait sumber daya yang dimiliki. tidek hanya untuk
pendayagunaan dan pengembangan pembangunan fisikk sagja, namun juga terdapat
pembangunan non fisik. Dan LPM Kelurahan Lembang Bosang lebih dominan
melakukan penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya yang
bersifat non fisik atau lebih mengarah pada kualitas sumber daya manusia. Karena
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fakor penting dalam menentukan
kemandirian masyarakat, dan agar bisa bersaing, siap, dan bisa menyesuaikan diri
terhadap dinamika yang pasti akan terjadi dimasyarakat itu sendiri. Berikut ini adalah

kegiatan yang dilakukan LPM Kelurahan Lembang Bosang dalam menggal,



pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya yang ada di Kelurahan Lembang
Bosang adal ah sebagai berikut :
Tabel 2.3

Kegiatan Dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

No JenisKegiatan Sasaran
1 | Pembuatan Surat Izin Operasi (SIO) M asyarakat
2 | Peatihan Menjahit M asyarakat

Sumber : LPM Kelurahan Lembang Bosang Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan
LPM Kelurahan Lembang Bosang berorientasi pada pembangunan/pengembangan
sumberdaya manusia, dan dapat dilihat bentuk kegiatan berupa pelatihan Rigger,
pelatihan operator alat berat, yang lebih sering dilakukan di Lembaga yang
bersangkutan atau yang diminta untuk  melakukan pelatihan tersebut, sedangkan
untuk pelatihan Driver ada yang dilakukan di Kelurahan Lembang Bosang atau pun
yang dilakukan di luar Kota. Sementara untuk pembuatan Surat 1zin Operasi (SIO),
LPM berperan dalam mengkoordinasikan kepada Lembaga yang ditentukan sesuai
dengan kemampuan dan pelatihan yang sudah diberikan kepada masyarakat.
Kemudian untuk Surat 1zin Operasi (SIO) sangat penting untuk masyarakat yang
sudah mendapatkan pelatihan. Karena tanpa surat izin operasi, masyarakat yang ingin
bekerja tidak dapat diterima di Lembaga. Kemudian untuk pelatihan menjahit,
dilakukan di Kelurahan Lembang Bosang. Dari beberapa kegiatan Yang dilakukan

LPM Kelurahan Lembang Bosang seperti yang dijelaskan diatas, sasaran kegiatannya



adalah Masyarakat Kecamatan Bontomanai secara umum, dan secara Khusus untuk

Masyarakat Kelurahan Lembang Bosang.

Penumbuhkembangan Dan Penggerak Prakarsa Dan Partisipasi, Serta Swadaya
Gotong Royong Masyar akat

LPMK merupakan penggerak dalam hal membangun kesadaran masyarakat
agar dapat lebih terlibat pada tahapan-tahapan pengembangan ataupun pembangunan,
dan kemudian bagamana masyarakat bisa menjaga pembangunan tersebut agar bisa
bermanfaat dan efektif bagi masyarakat itu sendiri. Dan salah satu peran LPM
Kelurahan Lembang Bosang dengan upaya pemberdayaan masyarakat adalah dalam
Penumbuh kembangan dan penggerak-prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong
royong masyarakat. Peran LPM Kelurahan Lembang Bosang dalam menumbuh
kembangkan, penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong
masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang dengan turut melibatkan masyarakat
dalam kegiatan yang diperuntukan bagi masyarakat itu sendiri. Dapat dilihat kegiatan
yang dilakukan LPM tidak begitu banyak, kegiatan Iebih didominasi pada kegiatan
gotong royong dan kegiatan keamanan. Dalam melaksanakan kegiatannya LPM
Kelurahan Lembang Bosang dapat berkerja sama dengan pemerintah ataupun
lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Lembang Bosang. Sementara
adapun kendala yang dihadapi adal ah kurangnya kesadaran atau kepekaan masyarakat
terhadap lingkungannya dan cenderung menunggu untuk di gerakan. Dalam hal ini

adapun tokoh masyarakat, mengatakan bahwa:



“Suatu pengetahuan berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan tugas yang telah
dibebankan, dapat dilihat dari tingkat pendidikan karena semakin tinggi tingkat
pendidikan semakin baik cara berpikir dalam menangani suatu tugas dan
tanggung jawabnya dalam lembaga begitupun sebaliknya” (Hasil Wawancara 17
Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas dapat dilihat dari tingkat pengetahuan yang
dimiliki seseorang, jika tingkat pendidikan tinggi maka semakin baik cara berpikir
dalam menangani suatu tugas dan tanggung jawabnya.

Pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efesiensi dalam lembaga dapat
dilihat dari pendidikan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap intelektual dalam
berfikir, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kemampuan
intelektualnya akan semakin meningkat pula sehingga karyawan mempunyai
pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efesiensi dalam lembaga tersebut.
Efisensi kerja adalah perbandingan terbaik antara suatu kerja dengan hasil yang
dicapai oleh pekerjaan itu. Suatu pekerjaan dapat disebut efisien apabila mencapai
hasil yang maksimum dengan usaha tertentu yang dilakukan. Atau apabila mencapai
suatu tingkat hasll tertentu dengan usaha terkecil yang mungkin diberikan. Sebuah
perusahaan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan
sumber daya manusia yang juga baik. Kebenaraan tersebut bisa terlupakan oleh kita,
akibat banyaknya perhatian yang kita berikan kepada komputer, alat-alat perkantoran
otomatis, mesin-mesin, teori-teori baru mengenai mangemen perkantoran, analisa
sistematis, dan dekorasi perkantoran. Begitu juga dengan efisiensi pekerjaan dan
asas-asas yang terdapat didalamnya, hal ini juga sangat penting untuk pelaksanaan

aktivitas seseorang dalam meningkatkan mutu lembaga. Efisiensi kerja diatas jelas



menyimpulkan bahwa sebuah lembaga dapat mengalami kemajuan dengan adanya
sumber daya manusia yang handal dan mampu menangani sebuah lembaga dengan
menggunakan cara yang efisien. Dalam hal ini, adapun tanggapan informan yang
berinisial Seksi pemberdayaan, mengatakan:
“lya, efisiensi dalam melaksanakan terutama dalam pemberdayaan masyarakat
memang harus ada, dan juga dalam meningkatkan efisiensi petugas harus dilihat
dari tingkat pendidikannya karena akan menambah pengetahuan tentang efisiens
dalam bekerja” (Hasil wawancara 15 Mei 2019).
Adapun salah satu masyarakat mengatakan hahwa
“Peningkatan efisiensi petugas perlu pengetahuan yang tinggi, agar menjalankan
tugas ataupun pelaksanaan pemberdayaan harus ditingkatkan lagi, maka dengan
ini akan berjalan sesual yang telah diharapkan” (Hasil wawancara 17 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas mengatakan bahwa Peningkatan efisiensi petugas
perlu pengetahuan yang tinggi, ager rmenjalankan tugas ataupun pelaksanaan
pemberdayaan harus ditingkatkan lagi, maka dengan ini akan berjalan sesua yang
telah diharapkan.

Menurut penjelasan diatas bahwa penerapan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat khususnya di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai
Kabupaten Kepulauan Selayar informasi mengatakan bahwa pengetahuan dalam
sebuah lembaga dilihat dari strategi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam
usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran baru terlihat apabila kebijaksanaan dan
strategi itu dilaksanakan dengan bak. Jika keputusan telah diambil, manfaat

keputusan itu baru terasa setelah dilaksanakan. Jika rencana dan program kerja telah

diurus pelaksanaanlah yang bisa membuktikan apakah rencana dan program kerjaitu



realistis atau tidak, dalam arti mempermudah tercapainya tujuan atau sasaran yang
telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga untuk menjadi seorang aparatur yang
berkemampuan tinggi paling tidak harus memiliki tarap pendidikan yang tinggi pula,
sebab pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran yang paling dasar terhadap
kemampuan seseorang. Disamping itu juga harus mempunyai pengalaman yang luas
dan terlatih untuk bidang pekerjaannya. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan
di Kelurahan Lembang Bosang cukup bervariatif, mula dari sekolah dasar hingga
perguruan tinggi. Sehingga pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efesiensi
dalam lembaga dapat dilihat dari pendidikan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan
sikap intelektual dalam berfikir, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang,
kemampuan intelektualnya akan .semakin meningkat pula sehingga karyawan
mempunyal pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan efesiensi dalam lembaga
tersebut.
4. Kemampuan Menerima Informasi

Pentingnya kreativitas dalam strategi karyawan untuk menerima daya serap
menerima informasi dengan baik. Kemampuan dalam menerima informasi yang
tersedia perlu kita mula dengan menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi yang
didapat.

Berpikir kritis adalah berpikir rasiona tentang sesuatu, kemudian
mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sesuatu tersebut yang melipuiti
metode-metode pemeriksaan atau penalaran yang akan digunakan untuk mengambil

suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan. Seseorang yang berpikir kritis



memiliki ciri-ciri yaitu mampu berpikir secara rasional dalam menyikapi suatu
permasal ahan, mampu membuat keputusan yang tepat dalam menyel esaikan masalah,
dapat melakukan analisis, mengorganisasi, dan menggali informasi berdasarkan fakta
yang ada, mampu menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah dan dapat
menyusun argumen dengan benar dan sistematik.

Berpikir kritis untuk_ menemukan kesimpulan dan keputusan yang informatif,
bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena keputusan dan kesimpulan
tersebut diperoleh dari analisis berbagal pendapat, asumsi, serta ide yang beragam
dan bermacam-macam. Perbedaan ide atau gagasan tersebut akan membuat Anda
berpikir kritis yaitu untuk menemukan kejelasan, persamaan, maupun perbedaan dari
masing-masing kumpulan semua ide tersebut. Kemampuan berpikir kritis membuat
Anda menganalisa kembali, mengidentifikasi, mengevauasi, mempertimbangkan,
mengembangkan kembali semua ide dan segala asums hingga pada akhirnya
kemudian akan memunculkan satu keputusan atau sebuah kesimpulan yang dianggap
paling baik serta dapat dilakukan.

Banyak jenis pekerjaan yang menuntut Anda untuk berpikir kritis, bahkan
hampir mayoritas pekerjaan mengharuskan Anda untuk berpikir kritis, baik itu usaha
atau bisnis Anda sendiri maupun perusahaan-perusahaan tempat Anda bekerja.
Berpikir kritis diperlukan dalam bekerja karena di dalam pekerjaan, Anda akan lebih
sering dihadapkan pada kondis dan keadaan dimana Anda harus mengambil
keputusan atau kesimpulan, menganalisis bermacam-macam ide dan gagasan,

mengevaluasi setiap pendapat yang muncul dari setiap orang yang berbeda, dan lain



sebagainya. Maka dari itu, Anda harus membiasakan diri untuk berpikir kritis
dimanapun dan dalam situasi kapanpun. Karena Anda tidak akan pernah tahu kapan
Anda harus menggunakannya untuk mengambil keputusan yang harus segera diambil

atau mendadak dalam suatu keadaan dan kondisi tertentu.

Pendukung Media Komunikasi, Informasi, Sosialisasi Antara Pemerintah Kelurahan
Dan Masyar akat

Dalam fungsi ini LPMK dikatakan sebagai pendukung, artinya LPMK hanya
menjadi mediator dan fasilitator antara pemerintah dan masyarakat, seperti halnya
yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, pembangunan, atau pun pemberdayaan
yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Ataupun yang
perantara dari masyarakat kepada pemerintah dalam penyampaian permasalahan-

permasl ahan yang terjadi dimasyarakat yang dilakukan oleh masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan
mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya
dalan pemberdayaan masyarakai dan pembangunan partisipatif di Desa dan
Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah
mempercepat perubahan.

LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas
mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan

dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan



pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM Kelurahan
Lembang Bosang mensosialisaikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam
musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan
juga melalui bentuk undangan rapat. Kondisi geografis yang menjadi penyebab
terhambatnya pembangunan dan rentannya bencana alam memeiliki pengaruh yang

kuota dalam proses pembangunan kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagail Fasilitator

Pemberdayaan  sehagai proses  mengembangkan, - memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posis tawar menawar masyarakat lapisan bawah
terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Salah
satu tugas dari LPM adalah  memiasilitasi Kkegiatan pembangunan dan
kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM Sebagal wadah yang dibentuk atas prakarsa
masyarakat dan juga sebagal mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan maka
Peran LPM sebagal fesilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat
didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan
di Kelurahan Lembang Bosang dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah
rencana pembangunan/ Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan
pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan

kelurahan tujuan, musrenbang kelurahan antaralain:



a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan

b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan

d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari
musyawarah perencanaan padatingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan).

e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni
swadaya masyarakai.

f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan digukan ke forum musrenbang lebih
atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota, APBD
Propinsi, APBN maupun sumber danalainnya.

Peran LPM sebaga fasilitator: di. Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan
Bontomana adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakal mengenai program
pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator
LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap
perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan. Peran LPM di Kelurahan Lembang
Bosang memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana rencana
pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas
rapat dan hearing antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat
dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan disekitar kelurahan.
Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan
inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap

persoalan yang ada di Kelurahan Lembang Bosang.



Berdasarkan pada hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan, dapat
dilihat bahwa dalam menjalankan perannya sebagai pendukung media komunikasi,
infformasi, dan sosidlisas antara pemerintah dan masyarakat, LPM Kelurahan
Lembang Bosang sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, dapat dilihat
dengan keterbukaan LPM terhadap masyarakat yang ingin mengakses informasi.
Namun kemudian LPM Kelurahan Lembang Bosang mengalami kendal a berupa tidak
begitu terbukanya pemerintah dengan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan
sehingga kemudian kegiatan yang dilakukan tersebut tidak efektif, karena pemerintah
hanya melakukan koordinasi tetapi tanpa melakukan konsultasi kepada LPM
Kelurahan Lembang Bosang. Dalam hal ini, adapun tanggapan informan Ketua
LPMK, mengatakan:

“Sejauh ini penyebaran informasi di.kelurahan ini belum maksimal. Mengapa
saya mengatakan demikian, karena setiap kali terbentuknya kebijakan baru entah
itu dari hasil musyawarah staf lurah atau kebijakan langsung dari kecamatan
tidak pernah langsung bisa terealisasi bahkan kadang banyak masyarakat tidak
menerapkan samasekali. Salah satu faktor utama adalah masyarakat butuh waktu
yang lama untuk sekedar mengetahui ataupun memahami kebijakan tersebut
sehingga bisa disimpulkaan bahwa penyebaran informasinya butuh waktu yang
sangat lama dan tidak merata” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).
Hal senadajuga dikatakan oleh salah satu masyarakat juga mengatakan:

“Penyebaran informasinya belum maksimal karena terkadang sering sekali
masyarakat mengeluh ketika mengurus sesuatu di Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat namun ternyata peraturannya sudah berubah, sehingga masyarakat
biasa bingung” (Hasil Wawancara 17 Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas bahwa penerapan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat khususnya di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai

Kabupaten Kepulauan Selayar informasi mengatakan bahwa penyebaran informasi di



kelurahan ini belum maksimal. Mengapa saya mengatakan demikian, karena setiap
kali terbentuknya kebijakan baru entah itu dari hasil musyawarah staf lurah atau
kebijakan langsung dari kecamatan tidak pernah langsung bisa terealisasi bahkan
kadang banyak masyarakat tidak menerapkan sama sekali. Salah satu faktor utama
adalah masyarakat butuh waktu yang lama untuk sekedar mengetahui ataupun
memahami kebijakan tersebut sehingga bisa disimpulkaan bahwa penyebaran
informasinya butuh waktu yang sangat lama dan tidak merata sehingga masyarakat

sering sekali mengel uh terhadap peraturan yang diterapkan dalam lembaga tersebut.

5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kapabilitas Pemberdayaan Masyarakat Di
Kelurahan Lembang Bosang K ecamatan Bontomanai Kepulauan Selayar

Setiap organisasi ataupun ' instansi.- pasti terdapat faktor pendukung dan
penghambat dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Seperti halnya di kelurahan
lembang bosang kecamatan bontomanai kepulauan selayar yang memiliki faktor
penghambat dan faktor pendukung dalam kapabilitas pemberdayaan masyarakat.
Faktor penghambat yang dimaksud ialah kendala dalam kapabilitas pemberdayaan
masyarakat. Sedangkan faktor pendukung adalah segala sesuatu yang sifatnya
mendukung kapabilitas pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan faktor penghambat
dan pendukung dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Faktor Pendukung K apabilitas Pemberdayaan Masyarakat

Kapabilitas pemberdayaan masyarakat di  kelurahan lembang bosang

kecamatan bontomanai kepulauan selayar tentu saja ada faktor pendukung yang dapat



membantu dalam kegiatan pemberdayaan. Faktor pendukung dari pemberdayaan
masyarakat yaitu:
1. Motivasi

Motivass adalah sebuah aasan atau dorongan seseorang untuk
bertindak. Orang yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki
motivasi. Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri.
Sebenarnya pada dasarnya semua motivas itu datang dari dalam diri, faktor luar
hanyalah pemicu munculnya motivas tersebut. Motivas dari luar adalah motivasi
yang pemicunya datang dari luar diri kita Sementara meoctivas dari- dalam ialah
motivasinya muncul dari inisiatif diri kita.

Pada dasarnya motivasi itu hanya dua, yaitu untuk meraih kenikmatan atau
menghindari dari rasa sakit atau kesulitan. Uang bisa menjadi motivasi kenikmatan
maupun motivasi menghindari rasa sakit. Jika kita memikirkan uang supaya kita tidak
hidup sengsara, maka disini alasan seseorang mencari uang untuk menghindari rasa
sakit. Sebaliknya ada orangyang mengear uang karena ingin menikmati hidup, maka
uang sebagai alasan seseorang untuk meraih kenikmatan.

2. Kebijaksanaan Pemerintah

Kebijaksanaan dapat dikata sebagai usaha yang sedikit banyak memerlukan
pertimbangan secara matang untuk mencapal suatu tujuan tertentu dengan sarana
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Suatu kebijaksanaan sebenarnya
menyangkut banyak aspek yang luas dan rinci, karenaia tidak hanya digunakan untuk

menyelesaiakan masalah-masalah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat



jangka pendek akan tetapi juga akan digunakan untuk menanggulangi masalah dan
perkembangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk jangka waktu yang
relatif panjang. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur
pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan
tertentu.

Dalam prakiek pemerintahan kebijaksanaan dapat dibendakan ke dalam
kebijaksanaan internal, yaitu: kebijaksanaan yang mempunya kekuatan hukum
mengikat aparaiur pemerintah, dan kebijaksanaan eksternal yaitu yang mengikat
masyarakat. Dalam menyusun kebijaksanaan hendaknya; a) Berpedoman pada
kebijaksanaan yang ada. b) Tidak bolen bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada.
c) Berorientasi kepada masa depan.~d) Berorientasi kepada kepentingan umum. €)
Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.

Namun demikian untuk kepastian bagi pelaksanaan, suatu kebijaksanaan
sebaiknya ditetapkan secara tertulis. Kebijaksanaan tertulis dapat berbentuk peraturan
perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan,
seperti pidato, surat edaran.

K ebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui
perundang-undangan, peraturan peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri
dan pegabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus

diperhitungkan oleh Organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia.



Kebijakan Pembangunan

1

Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang ada di Kelurahan yang tertib,
lancar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatkan kemitraankebersamaan dengan Lembaga-lembaga, masyarakat
serta mengembangkan kerjasama dengan pihak pihak lain.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju kesejahteraan
masyarakat.

Menggali potensi-potensi ekonomi kerakyatan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Meningkatkan ketertiban masyarakat.

Arah Pembangunan yang dilaksanakan oleh LPMK

Kebijakan umum dirumuskan untuk mengurailkan program program yang

dilaksanakan berikut target sasaran hasil pembangunan yang akan dicapai. Kebijakan

umum disesuailkan dengan visi dan misi serta berlandaskan pada hasil-hasil

pembangunan dan mempertimbangkan kondisi, potensi permasalahan maupun

tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

K ebijakan merupakan kumpulan keputusan yang digunakan untuk:

a. Menetapkan secarateliti tentang program yang akan dilaksanakan.

b.

Mengatur suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.



c. Menciptakan kondisi-kondisi setiap pelaksana pembangunan dan pemangku
kepentingan  lainnya  untuk  memperoleh  dukungan agar  dapat
mengimplementasikan keputusan.

Arah kebijakan pembangunan di Kelurahan Lembang Bosang sebagai berikut:

a. Tercapainya penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan yang tertib dan lancar
dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

b. Tercapainya kemitraan, kebersamaan serta kerjasama yang baik dengan Lembaga-
lembaga, masyarakat serta pihak pihak lain.

c. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk kesejahteraan
masyarakat.

d. Tercapainya peningkatan pendapatan-masyarakat.

e. Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat.

f. Tercapainya peningkatan ketertiban masyarakat.

Tema dan Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan oleh LPMK Tahunan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mempunya berbagal
kegiatan, Hampir semua bidang pembangunan LPMK berperan baik dan
pertimbangan atau APBD sendiri LPMK pasti dilibatkan, berikut dijabarkan prioritas
dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Lembang Bosang, seperti:
1. Tahun 2011

Tema Optimalisas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan

Lingkungan untuk K esejahteraan Masyarakat.



Prioritas:;

a. Optimalisasi pembangunan pertanian dalam arti luas
b. Pengembangan usaha mikro dan industri kecil
c. Peningkatan aksesibilitas dan
d. Kualitaslayanan pendidikan dan kesehatan.
e. Pelestarian lingkungan hidup.
f. Pembangunan yang ada di Kelurahan
g. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
h. Penguatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintah yang ada di Kelurahan
. Tahun 2012

Tema Pengembangan Usaha Masyarakat Dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

Prioritas:;

a

b.

Pengembangan industri kecil.

Pengembangan usaha mikro dan industri kecil

Peningkatan pengelolaan  Sumber Daya Alam didukung pelestarian
lingkungan.

Pengembangan pel ayanan dasar murah.

Peningkatan pembangunan infrastruktur

Peningkatan kualitas pelayanan publik.



3.

Tahun 2013

Tema: Peningkatan Industri, Usaha Masyarakat Dan Kualitas Pelayanan Dasar

Serta Pengembangan Investasi Industri.

Prioritas:;

a

Peningkatan industri kecil

Peningkatan usaha mikro dan investas industri-
Pengembangan fasilitas investasi industri.

Peningkatan pelayanan dasar murah

Pemeliharaan dan peningkatan pembangunan infrastruktur
Pengembangan sistem informasi pelayanan publik.

Tahun 2014

Tema Penguatan Industri, Usaha Masyarakat Dan Pelayanan Dasar Serat

Peningkatan Fasilitas Investasi Industri.

Prioritas:;

a

Penguatan industri kecil.

Penguatan usaha mikro dan industri kecil.

Peningkatan fasilitas investasi industri.

Penguatan kualitas pelayanan dasar murah.

Peningkatan sistem informasi dan kelembagaan pelayanan publik.
Tahun 2015

Tema Pemantapan Usaha Masyarakat Dan Pelayanan Dasar Serta Penguatan

Fasilitas Investasi Industri Dan Pariwisata.



Proritas:

a. Pemantapan industri kecil.

b. Pemantapan usaha mikro dan industri kecil.

c. Penguatan fasilitasinvestas industri.

d. Pemantapan kualitas pelayanan dasar murah.

e. Penguatan sistem informasi dan kelembagaan pel ayanan publik.

Berdasarkan faktor pendukung dietas, adapun informan Sekretaris LPM mengatakan

bahwa:
“Motivasi ~sangat mendukung dalam pemberdayaan karena -memberikan
dorongan dalam melaksanakan dalam ha pembangunan kelurahan dan juga
kebijaksanaan pemerintah menjadi faktor utama demi kelancaran pelaksanaan
pemberdayaan” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).

Hal senada dikatakan oleh informan oleh salah satu masyarakat bahwa:
“Menyangkut dengan faktor pendukung dalam pemberdayaan, memang motivasi
aparat maupun masyarakat sangat membantu dalam kelancaran kegiatan dalam
pemberdayaan, adapun kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur dan
mengembangkan dalam pelaksanaan pemberdayaan ini” (Hasil Wawancara 17
Mei 2019).

Menurut penjelasan diatas dapat dissmpulkan bahwa faktor pendukung dari
segi motivass mengatakan dalam pemberdayaan masyarakat sangat mendukung
dengan memberikan dorongan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

begitupun dalam kebijaksanaan pemerintah dapat mengatur dan mengembangkan

dalam pel aksanaan.



b. Faktor Penghambat Kapabilitas Pemberdayaan M asyarakat

Berdasarkan Munandar (2011) faktor penghambat dalam kapabilitas
pemberdayaan masyarakat yaitu:
1. Anggaran

Dengan semakin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada
perusahaan, maka ruang lingkup dan tugas yang dipikul oleh mangemen semakin
bertambah besar. Oleh karena itu mangemen memerlukan aata bantu yang
digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dil aksanakannya. Salah satu
alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama mangjemen yaitu fungs perencanaan
dan pengendalian adal ah anggaran.

Secara sederhana anggaran. didefenisikan sebagal rencana keuangan yaitu
suatu rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu
tertentu. Anggaran mutlak sekali diperlukan sebagai pedoman didalam melaksanakan
kegiatan-kegiaian perusahaan. Mengingat pentingnya anggaran bagi perusahaan,
maka dalam penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan
kepada perencanaan dan perhitungan yang matang sertaa melibatkan berbagai
departemen tertentu.

Anggaran sebagal aat bantu mangemen daam melaksanakan fungsi
perencanaan dan pengendalian, dapat diterapkan terhadap berbagai macam bentuk
badan usaha terutama pada perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya

tergantung kepada skala organisasi atau lembaga serta rumitnya masalah yang



dihadapi. Namun demikian teknik dan prosedur pelaksanaanya mempunyai banyak
kesamaan karena dilandasi oleh teori yang sama.

Suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas
perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk
jangka waktu tertentu.

2. Saranadan Prasarana

Sarana adalah sesuaiu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam
pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat
dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusiaitu,
hal ini karena masyarakat di Kelurahan sangatiah sederhana dan belum memahami
hal-hal yang berkaitan dengan keinginan.masyarakat.

Fungs utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan:
a Menciptakan kenyamanan.

b. Menciptakan kepuasan.

c. Mempercepat proses kerja.

d. Memudahkan proses kerja.

e. Meningkatkan produktivitas.

f. Hasil lebih berkualitas.



Prasarana Dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan Desa/K elurahan

Gedung/kantor Lembaga K emasyarakatan Desa dan

Kelurahaan/LK D/LK Ada ftidek

Peralatan kantor: komputer, fax Ada /tidak
Mesin tik Ada /tidak
Kardek Ada /tidak
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan Ojenis
Jumlah meja dan kursi 0 unit

LKMD/LPM Atau Sebutan Lain Ada
Memiliki kantor sendiri Ada
Peralatan kantor ; komputer, fax Ada
Mesin tik Ada
Kardek Ada
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan 7
Jumlah megja dan kursi 2
Buku administrasi 5
Jumlah kegiatan 7 Jenis

PKK

Gedung/kantor Ada
Peralatan kantor/ATK/inventaris Ada
Kepengurusan Aktif
Buku adminstrasi PKK Ada5 Jenis
Kegiatan Aktif
Jumlah kegiatan Ada, 4 Jenis




Karang Taruna

K epengurusan Ada

Buku adminstrasi Ada

Jumlah kegiatan 6 Jenis
RT

K epengurusan Ada

Buku adminstrasi Ada, 5 Jenis

Jumlah kegiatan Ada, 5 Jenis
RW

Kepengurusan Ada

Buku adminsirasi Ada, 5 Jenis

Jumlah kegiatan Ada, 5 Jenis

Lembaga Adat

Memiliki kantor/gedung/menumpang Tidak

K epengurusan Tidak

Buku adminstrasi -

Jumlah kegiatan -

BUMDES
Memiliki kantor/gedung/menumpang Tidak
K epengurusan Tidak

Buku adminstras

Jumlah kegiatan

Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan M asyarakat




Memiliki kantor/gedung/menumpang Tidak

K epengurusan Tidak

Buku adminstrasi -

Jumlah kegiatan -

Berdasarkan faktor penghambat diatas, adapun informan Sekretaris LPM
mengatakan bahwa:
“Tentu saja faktor yang menghambati pelaksanaan pemberdayaan yaitu
kurangnya anggaran dan juga kurangnya sarana dan prasarana akan
memperlambat dalam kegiatan pemberdayaan” (Hasil Wawancara 15 Mei 2019).
Adapun yang dikatakan Lurah Lembang Bosang, bahwa:
“Kurangnya sarana dan prasarana, tentu saja kegiatan pemberdayaan akan
lambat, apalagi kurangnya anggaran karena kegiatan pemberdayaan tentu sgja
menghabiskan banyak anggaran” (Hasil Wawancara 14 Mei 2019).
Dari wawancara diatas mengatakan bahwa faktor yang menghambati
pel aksanaan pemberdayaan yaitu kurangnya anggaran dan juga kurangnya sarana dan

prasarana akan memperlambat dalam kegiaian pemberdayaan dan telah banyak

mengahabi skan banyak anggaran dalam pembangunan di kelurahan.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penélitian tentang  penerapan Kapabilitas Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai

Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pada garis besar kessmpulan pada penelitian ini

iaah:

1. Kapabhilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari segi indikator
yaitu keterampilan sudah dalam kategori cukup baik terhadap masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan dan program LLPMK dilihat dari peningkatan prakarsa dan
swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara
partisipatif. Sedangkan, Kapabilites Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat
dilihat dari indikator pengetahuan bisa dikategorikan sudah cukup baik sebagai
seorang aparatur yang berkemampuan tinggi paling tidak harus memiliki taraf
pendidikan yang tinggi pula, sebab pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran
yang paling dasar terhadap kemampuan seseorang. Namun demikian, pada aspek
indikator kemampuan menerimainformasi dapat dikategorikan masih kurang baik
karna setiap kali terbentuknya kebijakan baru entah itu dari hasil musyawarah staf
lurah atau kebijakan langsung dari kecamatan tidak pernah langsung bisa

teredlisasi bahkan kadang banyak masyarakat tidak menerapkan sama sekali.



2. Faktor penghambat dalam penerapan Pemberdayaan Masyarakat ialah anggaran
yaitu sebagai rencana keuangan yaitu suatu rencana tertulis mengenai kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun faktor pendukung
ialah adanya motivasi yang diberikan. Serta kebijaksanaan pemerintah yang perlu
pertimbangan secara matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan sarana

dalam jangka waktu tertentu.

B. Saran
Ada beberapa saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang ditemui

dilapangan mengena penerapan Kapabhilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar,

diantaranya:

1. Kapahilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari keterampilan dan
pengetahuan pelu ditingkatkan lagi sehingga lembaga dapat menerima inovasi
baru terhadap lembaga khususnya lembaga pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan Lembang Bosang Kecamatan Bontomana Kabupaten Kepulauan
Selayar.

2. Perlu ditingkatkan sosialisasi karena mengingat bahwa pengurus LPMK tidak
memiliki latar belakang yang sama bailk dalam hal pendidikan, prinsip, dan
perbedaan perspeksif dalam memandangi sebuah kebijakan.

3. Perlu ada peningkatan pemahaman LPMK dan perangkat desa, unsur

pembangunan dan unsur masyarakat mengena mekanisme perencanaan



pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melaui kegiatan pelatihan
atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader LPMK agar
dapat berpartisipasi dalam pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat

dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan.
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Tabel 2.4

Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan

No

Program

Kegiatan

Pagu Anggar an

Realisasi
Anggaran

Output

M enujang/Kurang

Peningkatan
Peran
Kecamatan
dan
Kelurahan

Fasilitasi
Peningkatan
Pelayanan
kepada
Masyarakat

Rp.  85.767.000

Rp.  74.018.200

1.Terselenggaranya
sosialisas mengenai
standar operasional
pelayanan oleh Kecamatan
Bontomanai kepada
masyarakat;

2.Pengadaan kelengkapan
sarana dan prasana bidang
pelayanan, berupa
pencantuman Visi dan
Mis kecamaan, motto
Juang kecamatan, rincian
kelengkapan berkas
administrasi yang
diperlukan dan lain
sebagainya;

3.Terselenggaranya kegiatan
penghitungan rata-rata
Indeks Kepuasan
Masyarakat dengan
melibatkan kelurahan dan
warga penerima
pelayanan.

Menunjang

Non Urusan

Rp. 4.734.555.500

Rp. 4.113.904.974

Menunjang




Tabe 2.5
Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan

No. Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisas Anggaran Output Menunjang/
Kurang
1 | Peningkatan Fasilitas . Tersedlenggaranya kegiatan
Peran Peningkatan pembinaan/ sosialisasi/
Kecamatan dan | Perekonomian penyuluhan di bidang
Kelurahan Masyarakat Rp. 57.527.500,- | Rp. 47.128.125,- ekonomi; Menunjang
Kecamatan dan .. Pemutakhiran data bidang
Kelurahan ekonomi.
Rp
Fasilitasi . Terselenggaranya kegiatan
Peningkatan pembinaan/ sosialisasi/
Kualitas Kehidupan penyuluhan di bidang
Kemasyarakatan kemasyarakatan;
Kecamatan dan .. Pemutakhiran data bidang
Kelurahan kemasyarakatan;
Rp. 500.500.000,- |"Rp. 699.454.300,- ' Pembinaan sertafasilitas Kurang
kegiatan lembaga
kemasyarakatan (PKK,
LPM dan Karang Taruna)
baik tingkat kecamatan
maupun kelurahan
Peningkatan Rp. 1.542.390.380,- | Rp.  3.760.560.347,- | 1. Terselenggaranya
Infrastruktur dan kegiatan pembinaan/
Lingkungan Hidup sosiaisasi/ penyuluhan di
Tingkat Kecamatan bidang pembangunan dan Kurang
dan Kelurahan lingkungan hidup;
. Pemutakhiran data
bidang pembangunan dan
lingkungan hidup;




. Penyediaan sarana

kebersihan dan petugas
kebersihan serta petugas
gorong-gorong yang
tersebar di kecamatan
maupun di masing
masing kelurahan

Peningkatan Rp. 44.850.000,- | Rp. 33.850.000,- . Terselenggaranya
Kualitas kegiatan pembinaan/
Penanganan sosialisasi/ penyuluhan di
Ketentraman dan bidang keamanan dan
Ketertiban Tingkat ketertiban;
Kecamatan dan . Pemutakhiran data
Kelurahan keamanan dan ketertiban;
. Tertatanyalokas PKL di
Kecamatan Sukasari
Fasilitas Rp. 860.400.000,- | Rp: 717.900.450,- . Terselenggaranya
Peningkatan kegiatan pembinaan/
Pemerintahan sosialisasi/ penyuluhan di
Umum Kecamatan bidang pemerintahan
dan Kelurahan umum; Menunjang
. Pemutakhiran data
bidang pemerintahan
umum;
. Pembinaan terhadap
pengurus RT dan RW
Fasilitas Rp. 85.767.000,- | Rp. 74.018.200,- . Terselenggaranya
Peningkatan kegiatan pembinaan/
Pelayanan K epada sosiaisasi/ penyuluhan di Menunjang
Masyarakat bidang pelayanan;
. Pemutakhiran data
pelayanan
Inovasi Fasilitasi Rp. - | Rp. - - -




Pembangunan
dan
Pemberdayaan
Kewilayahan

Pemberdayaan
Lingkup RW

Fasilitas
Pemberdayaan
Lingkup PKK

Fasilitas

Pemberdayaan
Lingkup Karang
Taruna

Fasilitas
Pemberdayaan
Lingkup LPM




Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan

Tabd 2.6

No. Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisas Anggaran Output Menunjang/
Kurang
1 | Peningkatan Penyusunan Laporan | Rp. 7.000.000,- | Rp. 8.312.125,- Tersusunnya Kurang
Pengembangan Capaian KinerjaDan dokumen pelaporan
Sistem Pelaporan | Ikhtisar Redlisasi
Capaian Kinerja | Kinerja SKPD
Dan Keuangan Penyusunan Rp. 5.796.000,- | Rp. 6.000.000,- Tersusunnya Kurang
Pelaporan Keuangan dokumen laporan
Semesteran keuangan semeseran
Penyusunan Rp. 3.600.000,- | Rp. 4.474.500,- Tersusunnya Menunjang
Pelaporan Prognosis dokumen pelaporan
Readlisas Anggaran
Penyusunan Rp. 4.050.000,- | Rp. 4.500.000,- Tersusunnya Kurang
Pelaporan Keuangan dokumen pelaporan
Akhir Tahun keuangan akhir tahun
2 | Program Penyusunan Renstra | Rp. 20.000.000,= | .Rp. 10.677.100,- Tersusunya Renstra Menunjang
Perencanaan dan Renja SKPD dan Renja
Pembangunan

Daerah




MATRIKS PERBAIKAN UJIAN HASIL

informan

informan

No Nama Penguji Saran/Per baikan Hal Hasil Perbaikan Hal
. Lengkapi data dari tingkat Bab IV 1. Meengkapi data dari tingkat Bab IV
pendidikan, pengalaman, - dan pendidikan, pengalaman, dan| Hal. 67-70
pelatihan yang diikuti pelatihan yang diikuti
1 Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si . Faktor pendukung harus didukung Bab IV 2. Membenahi Faktor pendukung Bab IV
dari data - penelitian lapangan harus didukung dari data| Ha.77-81
(Hasil ~ Wawancara dan data penelitian  lapangan  (Hasll
sekunder) Wawancara dan data sekunder)
. Tambahkan hasil wawancara Bab IV 1. Menambahkan hasil wawancara Bab IV
setiap indikator setiap indikator Hal. 51-88
. Kemukakan data sekunder untuk Bab IV 2. Mengemukakan dan menjelaskan Bab IV
2 Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, mendukung setiap indikator data sekunder untuk mendukung| Hal.67-76
M.Si setiap indikator
Bab Vv
. Tambahkan kesimpulan dan saran 3. Menambahkan kesimpulan dan Bab Vv
dan diperbaiki saran dan diperbaiki Hal. 89-90
. Perbaiki hasil penelitian dengan Bab IV 1. Membenahi hasil penelitian Bab IV
sumber data primer dan data dengan sumber data primer dan | Hgl. 49-87
sekunder data sekunder
Perbaiki kesimpulan harus Bab V 2. Membenahi kesimpulan harus Bab V
5 | Dr-H.Muhammad Isa mengarah permasalahan  yang mengarah permasalahan yang | Ha. 88-89
Ansyari, M.Si diteliti diteliti
. Tambahkan analisa, data Bab IV 3. Menambahkan andisa, data Bab IV
wawancara yang mendalam dari wawancara yang mendalam dari | Hgl. 49-87




MATRIKS PERBAIKAN UJIAN HASIL

1. Perbaiki teknik penulisan Bab |-V 1. Memperbaiki teknik penulisan Bab |-V
Hal. 1-89

2. Tambahkan data sekunder Bab IV 2. Menambahkan data sekunder Bab IV

Dr. H. Muhammadiah. MM (Laporan kegiatan LPM) (Laporan kegiatan LPM) Hal. 58-64

3. Tambahkan referens buku Daftar 3. Menambahkan referensi buku Daftar
penelitian pada daftar pustaka Pustaka penelitian pada daftar pustaka Pustaka
Hal. 90
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